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BAB I
PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat, membawa pengaruh
terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan
memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berarientasi bisnis,
strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk
perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada
masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu
meningkatkan pula persaingan antar bank, yang mendcrong persaingan dalam
rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan
dan kepercayaan konsumen,

Semakin  meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi
perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya
risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam
pelaksanaan kegiatannya, BPR berpedoman pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku secara umum, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga
Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia,
yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK} dan Bank Indonesia (Bl). Untuk memastikan
kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan,
dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan dan Bl secara konsisten melakukan
pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh
BPR Lestari Bali secara menyeluruh. Pengawasan oleh GJK dan Bl dilakukan untuk
menjamin terselenggaranya kegiatan keuangan vyang sehat, stabil dan
berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen PT BPR Lestari Bali.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan
volume pelayanan BPR Lestari Bali terhadap konsumen, diselenggarakan
berdasarkan Peraturan OJK Nomar 4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.QJK/2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kewajiban BPR
Lestari Bali untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip
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Tata Kelola yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi
kepentingan Femangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri
perbankan.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan
dengan pelaporan BPR Lestari Bali kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola
yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transaparansi  (transparency), adalah  prinsip  keterbukaan  dalam
mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan
dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountabifity), vyaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara
efektif.

3. Pertanggungjawaban (responsibility), adalah kesesuaian pengelolaan BPFR
dengan peraturan perundang-undangan.

4. Independensi {independency), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional,
tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku
kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau Good Corporate
Governance, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali tahun 2019,

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

2. Undang-Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terhatas
(selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)

3. Peraturan OJK Nomor 20/P0OJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
(selanjutnya disingkat POJK BPFR)

4. Surat Edaran QJK Nomor 16/SEQJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
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5. Peraturan OJK Nomor 4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
BPR.

6. Surat Edaran OQJK Nomor 5/SEQJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali dibuat untuk penerapan check and balance,
sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung
jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali terdiri atas :
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
a. Komite Audit
b. Komite Pemantau Risiko
c. Komite Remunerasi dan Nominasi
d. Komite Teknologi Informasi
5. Komite-komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
a. ALCQO (Asset and Liability Committee)
b. Komite Manajemen Risiko
Satuan Kerja Manajemen Risika (SKMR)
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI}

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Lestari Bali memiliki tugas,
kewenangan serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi,
serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
Sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 2 SEQJK Nomor 5/SEQJK.03/2016 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR Lestari Bali melakukan penilaian sendiri (self
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assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, vang

terdiri atas :

B N o,k W

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite
Penanganan benturan kepentingan

Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi audit intern

Penerapan fungsi audit ekstern

Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern

§. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri {self assessment) adalah berupa nilai komposit,

dengan nilai 1,24 (satu koma dua puluh empat) dengan peringkat Sangat Baik. Analisis

terhadap hasil penilaian sendiri (seff assessment) dijabarkan dalam 3 (tiga) kempanen,

yaitu :

1. Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur

dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelala

Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada

Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain

kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok

dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Struktur dan Infrastruktur

kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

a.
b.
c.
d.

Kelengkapan Direksi dan jumlah direksi
Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah dewan komisaris
Pembentukan Komite

Pembentukan Satuan-satuan kerja

Kelengkapan direksi dan jumlah direksi BPR Lestari Bali telah sesuai dengan

pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 25 ayat (1) dan
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(2) POJK BPR. Kelengkapan dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris BPR
Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Persercan
Terbatas dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK BPR.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan pada 14 Oktober
2016 melalui SK Direksi MNo. 080/SK.0IR/X/2016. Pembentukan Komite
Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite
Audit telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2018 masing-masing melalui 5K
Direksi No. 067/SK.CIR/VI/2018, SK Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, SK
Direksi Ng. 069/5K.DIR/VI/ 2018, dan SK Direksi No. O070/SK.DIR/VI/2018.
Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah ditetapkan pada tanggal
22 Januari 2015 melalui SK Direksi No. SK.DIR/008/1/16. Pembentukan Satuan
Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern telah ditetapkan pada tanggal
3 Desember 2015, masing-masing melalui 5K Qireksi No. SK.DIR/396/15 dan
SK Direksi No. SK.DIR/397/15.

Pembentukan Komite Manajemen Risikg, Komite Pemantau Risike, Komite
Teknalogi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit serta Satuan Kerja
Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern
melalui 5K Direksi BPR Lestari Bali bertujuan untuk menjamin terselenggaranya
penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, dimana
masing-masing komite dan satuan kerja telah memiliki tugas dan tanggung

jawab masing-masing.

2. Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)
Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses
penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan
struktur dan infrastruktur Tata Kelcla Bank sehingga menghasilkan outcome
yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Struktur dan
infrastruktur tata kelola BPR Lestari Bali telah tertuang dalam bentuk Manual.
Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk job
profiling yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk
mendukung terlaksana dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik serta

menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
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Prinsip tata kelola telah dilaksanakan oleh seluruh bagian di BPR Lestari Bali
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Manual dan

fob profilfing.

3. Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)
Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang
memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses
penerapan prinsip Tata Kelola vang baik serta didukung oleh kecukupan
struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. BPR Lestari Bali telah
menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya. Selama
tahun 2019, terdapat sanksi berupa denda sebesar 10 Juta akibat

keterlambatan pembayaran premi OJK triwulanan,
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BAB 1l
STAKE HOLDERS

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham
adalah organ persercan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan
Terbatas dan/atau anggaran dasar. Selama tahun 2019, BPR Lestari mengadakan
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS yang
mengacu pada Undang-undang tentang Perserpan Terbatas. RUPS tahunan
perusahaan, dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2019 dan dipimpin oleh PRIBADI
BUDIONO selaku Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :
i.  Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital : Komisaris Utama/

Pemegang Saham

i Eddy Ateng : Komisaris/
Pemegang Saham

ii. Eric Suryadi Chandra : Pemegang Saham

iv. Efendy Intan : Pemegang Saham

v.  Antonius Padua Saptono Soerjo : Komisaris Independen
vi.  Irianto Kusumadjaja : Komisaris Independen
vii. | Made Wenten Budiada : Direktur Operasional
viii. Luh Ketut Citarasmini : Direktur Kepatuhan

ix. Made Tutik Sri Andayani : Direktur Bisnis

RUPS tahunan 2019 menetapkan beberapa hal, vaitu :

1. Mengubah pasal 3 anggaran dasar persercan yaitu maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

2. Penetapan Penggunaan Laba Persercan Tahun 2019

3. Penetapan Kontrak Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
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4. Penunjukan kantor akuntan publik Amachi Arifin Mardani dan Muliadi sebagai

kantor Akuntan yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun

buku 2018.

B. PESERTA RUPS DAN KEHADIRAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Lestari yang hadir dalam RUPS dan RUPS

luar biasa tahun 2019 adalah :

Nama Jabatan Kehadiran
Alex Purnadi Chandra Komisaris Utama Hadir
Eddy Aleng Kamisaris Hadir
Anlonius Padua Saptono Secerjo Komisaris Independen Hadir
Irianio Kusumadjaja Komisaris Independen Hadir
Pribadi Budiano Direklur Ulama Hadir
| Made Wenlen B Direklur Operasional Hadir
Made Tutik Sri Andayani Direklur Bisnis Hadir
Lub Ketul Cltarasmini Direktur Kepatuhan Hadir

C. DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terhatas

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
C. Peraturan Bl Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan

bagi BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR)
d. Peraturan QJK Nomor 20/P0JK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
e. Peraturan OJK Nomor 4/P0OJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola

bagi BPR.

f. Surat Edaran Bl Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang
Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEQJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan

Rakyat.
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h. Surat Edaran OJK Nomor 5/5EQJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola
bagi BPR.

2. Kriteria Dewan Komisaris

a. Persyaratan Integritas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 28 PBI Uji

Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :

Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik,
yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana
Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
dicalonkan;

Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku

Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang
sehat;

Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;

Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat
merugikan BFR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan
dan Kepatutan BPR.

b. Persyaratan Kompetensi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 29 poin a, PBI

Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :

Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan
yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan

dan/atau keuangan.

c. Persyaratan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 30 PBI

Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :

Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan

macet.
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Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris
atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau
pembiayaan macet.

Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima} tahun terakhir

sebelum dicalenkan.

d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau

semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

Komisaris dan anggota Direksi.

e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and

proper test) bagi BPR.

3. Susunan Dewan Komisaris
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR
yang memiliki modal ini paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 {lima puluh miliar
rupiah} wajib memiliki tiga grang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak

sama dengan jumlah anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1

POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris
Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris di tahun 2019 untuk masa

jabatan hingga 5 (lima) tahun ke depan :

Nama Jabatan

Alex Purnadi Chandra Komisaris Utama
Eddy Aleng Komisaris

Irianio Kusumadjaja Komisaris Independen
Anlonius Padua Saptono Secerjo Komisaris Independen
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4. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga indepedensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks

hubungan kekeluargaan, kepengurusan, kepemilikan saham dan rangkap jabatan

Dewan Komisaris.

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama Jabatan Direksi | Dekom | PSP
Alex Purnadi Chandra Komisaris Utama - - N
Eddy Aleng Kamisaris - - -
Irianto Kusumadjaja Komisaris Independen - - -
Anlonius Padua Saptaono | Komisaris Independen - - -
Saerjo
b. Hubungan Keuangan

Nama Jabatan Direksi | Dekom | PSP
Alex Purnadi Chandra Komisaris Utama - J N
Eddy Aleng Kamisaris - N N

Irianio Kusumadjaja

Komisaris Independen

Anlenius  Padua  Saptono

Soerjo

Komisaris Independen

C. Hubungan Kepemilikan

Mayoritas di BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain dan LJK Non Bank

Saham atau Menjadi

Pemegang Saham

Nama Jabatan BPR Lestari BPR Lain
Alex Purnadi | Komisaris Utama

Chandra v
Eddy Aleng Komisaris v

Irianio Kusumadjaja | Komisaris

Independen
Anlonius Padua | Komisaris
Saptono Secerjo Independen i

PT BPR LESTARI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI

2019
Nama Jabatan Bank Lain Pe.rusahaan
Lain

Alex Purnadi | Kamisaris Utama
Chandra i i
Eddy Aleng Komisaris - -
Irianto Kusumadjaja | Komisaris

Independen i i
Anlonius Padua | Komisaris
Saptono Soerjo Independen i i

d. Rangkap Jabatan pada BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain, Lembaga

Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya

Nama Jabatan BPRLestari | BPR Lain | Bank Lain
Alex Purnadi | Komisaris Utama
Chandra ] i i
Eddy Aleng Komisaris - - -
Irianlo Komisaris
Kusumadjaja Independen - i i
Anlonius  Padua | Komisaris
Saptono Scerjo Independen ] ¥ i
Nama Jabatan LJK Non Bank atau Perusahaan Lain
Alex Purnadi | Komisaris Utama
Chandra i i i
Eddy Aleng Kamisaris - - -
Irianlo Komisaris
Kusumadjaja Independen ] i i
Anlonius Padua | Komisaris
Saptono Secerjo Independen i i i

Terkait rangkap jabatan, Bapak Antonius Padua Saptono Socerjo selain
sebagai Komisaris Independen di BPR Lestari juga merupakan Komisaris di

BPR lain yang masih tergabung dalam satu grup perusahaan.
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5. Program Pelatihan bagi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, maka perusahaan

telah memfasilitasi dengan berbagai pelatihan/seminar/benchmarking yang

wajib diikuti minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu :

Nama

Program Pelatihan/Seminar/Benchmarking

Alex Purnadi Chandra

1. Indonesia’s Economic & Political
Outlook 2020, lJakarta 13-14
Desember 2019

2. Evalusasi Kinerja BPR/S 2019
“QOutlook  2020", Denpasar 27

November 20719
3. For a better future business relatian,

Jakarta 12 Desember 2079

Eddy Ateng

& Political
1%-14

1. Indonesia's Economic
Dutlook 2020, Jakarta
Desember 2019

Irianto Kusumadjaja

1. Indonesia’s Ecconomic & Political

Qutlook 2020, Jakarta 12-14
Desember 2019
Antonius  Padua Saptono 1. Indeonesia’s  Econgmic &  Political
Scerjo Qutlook 2020, Jakarta 13-14

Desember 2019

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang :

Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan

b. Komisaris Independen

c. Waktu Kerja

d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

e. Nilai dan Etika Kerja

f.  Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
g. Aspek Transparansi dan Larangan
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h. Pelatihan bagi Dewan Komisaris, dan
i. Rapat Dewan Komisaris
Seluruhnya dapat dilihat pada website BPR Lestari, bagian Good Corporate

Governance.

7. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang

dewan komisaris, meliputi :

a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara
independen.

b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata
Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.

c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada
Direksi.

d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta
dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali
terkait dengan:

i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR,
ii.  hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas
pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas
pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.

g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan
audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas

lainnya.
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h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:

i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan; dan/atau

ii. keadaan atau perkiraan keadaan vyang dapat membahayakan
kelangsungan usaha BPR;

i. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 10 {sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan
atau perkiraan keadaan dimaksud.

j.  Dewan Komisaris wajib membentuk, minimal :

i. Komite Audit;
ii. Komite Pemantau Risiko.

k. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.

[. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk,
menjalankan tugasnya secara efektif .

m. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu vyang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

n. Anggeota Dewan Komisaris, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri,
setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta herhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.

0. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau
jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk
melaksanakan tugas mereka.

p. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau
ajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk

melaksanakan tugas mereka.
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g. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan
untuk sementara waktu sesecrang atau lebih anggota Direksi, jika anggota
Direksi tersebut berbuat/bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasaran Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan
atau melanggar aturan perundangan yang berlaku.

r. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada
seluruh jenjang organisasi.

s. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
perlindungan kepada konsumen atau nasabah.

t. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang
diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga} bulan dan
dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

u. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai
i. rencana bisnis BPR;

ii. isu-isu strategis BPR,;
iii. evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
iv. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.

v. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung
atau dilakukan dengan menggunakan teknelogi telekonferensi, video
konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat.

w. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan rencana
bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 {satu} tahun.

¥. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat
meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain
permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.

y. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat
meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain
permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.

z. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat dengan Direksi.

Keputusan rapat wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.
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8. Rapat Dewan Komisaris
Sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:
a. Rencana Bisnis BPR
b. Isu - isu Strategis BPR
c. Ewvaluasi/Penetapan Kehijakan Strateqgis,
d. Ewvaluasi Realisasi Rencana Bisnis BFR
Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan dengan

detail sebagai berikut :

Tempat & Tanggal Agenda Rapat
Denpasar, 15 Maret 2019 1. Bisnis Review (analisa kinerja
keuangan}.

2. Rencana bisnis dalam upaya
pertumbuhan bisnis serta

memperbaiki kualitas kredit

Denpasar, 21 Juni 2019 1. Bisnis Review (analisa kinerja
keuangan}.
2. Strategi pencapaian realisasi

rencana Gisnis.

Denpasar, 20 September 2019 1. Bisnis review (analisas kinerja
keuangan}.

2. Strategi  memperbaiki  kualitas
kredit.

3. Strategi pencapaian realisasi

rencana Gisnis.

Denpasar, 16 Desember 2019 a. Bisnis Review tahun 2019
b. Rencana Bisnis Tahun 2020
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9. Matriks Kehadiran Dewan Komisaris :

Nama Jumlah Rapat Kehadiran (%)
Alex Purnadi Chandra 4 100%
Eddy Ateng 4 100%
Irianto Kusumadjaja 4 100%
Antonius Padua Saptono Soerjo 4 100%

10. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi
Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang
selanjutnya ditindaklanjuti baik melalui rapat Komite ataupun langsung
diterjemahkan dalam bentuk pengkinian Kebijakan Internal perusahaan. Dewan
Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan

pemeriksaan Audit Internzal dan Ctoritas lainnya.

11. Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris
Fasilitas dan remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai
berikut :

Remunerasi & Fasilitas Lainnya | Jumlah Diterima (12 Bulan)

Gaji

Rp 2.176.500.000

Tunjangan Rutin

Rp 869.900.000

Tunjangan Perumahan

Rp 261.500.000

Fasilitas Kendaraan

1 {satu) buah kendaraan dinas.

D. DEWAN DIREKSI
1. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana
diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
14/9/PBI/2012 tentang Uji
BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji

c. Peraturan Bl Nomor Kemampuan dan
Kepatutan bagi

Kepatutan BPR)

Kemampuan dan
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d. Peraturan OJK Nomor 20/P0OJK.03/2074 tentang Bank Perkreditan
Rakyat.

e. Peraturan OJK Nomor 4/P0JK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola
bagi BPR.

f.  Surat Edaran Bl Nomor 14/36/0KBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang
Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.

g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEQJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan
Rakyat.

h. Surat Edaran OJK Nomor 5/S5EQJK.03/2016, tentang Penerapan Tata
Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Direksi
a. Persyaratan Integritas Direksi berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan
dan Kepatutan BPR, meliputi :

i.  Seluruh Dewan Kamisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik,
yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan
tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana
Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum
dicalonkan;

ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku

iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang
sehat;

iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;

v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yvang dapat
merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan
dan Kepatutan BPR.

b. Persyaratan Kompetensi Direksi berdasarkan Pasal 29 peoin b PBI Uji
Kompetensi dan Kemampuan BPR, meliputi :
i. Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang

memadai dan relevan dengan jabatannya;
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Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di hidang perbankan
dan/atau keuangan,
Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan BPR yang sehat.

c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :

Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau
anggota DOireksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau
pembiayaan macet.

Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau
Komisaris yang dinvatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum

dicalonkan.

d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau

lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga

pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau

semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris.

f.  Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi
Oireksi BPR.

3. Susunan Direksi dan Independensi

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BRR, BPR yang memiliki
modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) wajib
memiliki paling sedikit 3 orang direksi. Maka per tahun 2012 Direksi BPR

Lestari adalah :

Nama Jabatan

Pribadi Budiono Oirektur Utama
Made Wenten Budiada Direktur Operasional
Made Tutik 5ri Andayani Direktur Bisnis

Luh Ketut Citarasmini Direktur Kepatuhan
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Untuk menjaga independensi Direksi, BPR Lestari sudah memastikan tentang

hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan sazham dan kepengurusan

Direksi dengan sesama Direksi,

Pengendali {P5P} dengan detail sebagai berikut :

a. Hubungan Kekeluargaan

Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama Jabatan Direksi | Dekom | PSP

Pribadi Budiong Direktur Utama - - -

Made Wenten Budiada Direktur - - -
Operasional

Made Tutik Andayani Direktur Bisnis - - -

Luh Ketut Citarasmini Direktur Kepatuhan | - - -

b. Hubungan Keuangan

Nama Jabatan Direksi | Dekom | PSP

Pribadi Budiong Direktur Utama - - -

Made Wenten Budiada Direktur - - -
QOperasicnal

Made Tutik Andayani

Direktur Bisnis

Luh Ketut Citarasmini

Direktur Kepatuhan

¢. Hubungan Kepemilikan Saham di BPRLestari, BPR Lain

Pemegang Saham Mavyoritas di LJK Non Bank

atau Menjadi

Nama

Jabatan

BPR

Lestari

BPR

Lain

LJK
Non

Bank

Pribadi Budiono

Direktur Utama

Made Wenten Budiada

Direktur
QOperasional

Made Tutik Andayani

Oirektur Bisnis

Luh Ketut Citarasmini

Direktur Kepatuhan
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Bank juga sudah memastikan seluruh Direksi tidak merangkap jabatan, baik

di BPR lain, Bank lain serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non Bank.

d. Rangkap Jabatan Direksi pada BPR Lain, Lembaga Keuangan non Bank

atau Perusahaan Lainnya.

Nama

Pribadi Budiono

Made Wenten Budiada

LJK
BPR .
Jabatan . | Non Lainnya
Lain
Bank
Direktur Utama - - -
Direktur - - _
Operasional

Made Tutik Andayani

Oirektur Bisnis - - _

Luh Ketut Citarasmini

Direktur Kepatuhan | - - -

e. Program Pelatihan bagi Direksi
Seluruh Direksi di BPR Lestari

memiliki keragaman kompetensi dan

keilmuan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

maka Direksi wajib mengikuti pelatihan/seminar/benchmarking minimal 1

(satu) kali dalam setahun. Adapun pelatihan kepada Direksi selama tahun

2018 adalah :
Direksi Program Pelatihan/Seminar
Pribadi Budiong 1. Out Look Ekonomi 2020, Denpasar 12
November 2018
2. Evalusasi Kinerja BPR/S 2019 “Outlook
2020” , Denpasar 27 November 2019
3. Seminar Internasional Fintech, Denpasar
27 September
Made Wenten Budiada 1. Seminar dan Musda X DPD Perbarindo

Bali, 18 Januari 2019

PT BPR LESTARI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

Direksi Program Pelatihan/Seminar

2. Workshop Forward 2019, Denpasar 19
Maret 2019

3. Business Mastery Tony Robbins,
Singapore 5-10 September 2016

4., Seminar Nasional Pefindo Biro Kredit &
ASBANDA 2019, Bali 4 Oktober 2019

Made Tutik Sri Andayani 1. Seminar Seminar Outlook Ekonomi 2019,
Denpasar 38 Oktober 2019
Luh Ketut Citarasmini 1. Seminar Seminar Outlook Ekonomi 2019,

Denpasar 3 Cktober 2019

f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Berdasarkan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, Direksi wajib
memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi,
paling sedikit meliputi :
i. Etika kerja
ii. Waktu kerja
iii. Peraturan rapat
Oalam rangka pelaksanaan regulasi serta mendukung tugas dan tanggung
jawah Direksi, BPR Lestari melalui Surat Keputusan No 031/1V/2016,
tanggal 14 April 2016 telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja
bagi Direksi yang juga berpedoman pada anggaran dasar perusahaan.
Pedoman dan Tata Tertib tersebut diantaranya :
i. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
ii.  Waktu kerja Direksi
iii.  Nilai-nilai dan Etika Kerja
iv. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
v. Tugas dan Tanggung Jawab

vi. Pengaturan Rapat.
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Seluruh pedeman dan tata tertib kerja bagi Direksi dapat dilihat pada

website BPR Lestari, pada bagian Good (orporate Governance.

g. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang

Direksi meliputi :

Vi,

Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk

kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Oireksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan

tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank,

Pedoman dan TataTertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak

terbatas pada Undang-Undang tentang Persercan Terbatas, Undang-

Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi di Bank'

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan

tugas dan tanggung jawabnya, anggota Oireksi wajib mengikuti

pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng

atas kerugian Bank yang disebabkan cleh kesalahan atau kelalaian

anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank

sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :

e kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,

e telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Bank,

e tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupgun

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
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Vii.

viii.

XI.

¥ii.

Xiii.

Xiv.

KW,

kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbulnya kerugian tersebut.
Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja
yang relevan dalam bidangnya.
Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
Oireksi paling kurang wajib membentuk (sesuai besarnya Modal Inti
Bank}
e Satuan Kerja Audit Intern,
e Satuan Kerja Manajemen Risika dan Komite Manajemen Risiko;
e  Satuan Kerja Kepatuhan.
e Unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggung
jawab atas penerapan program APU dan PPT.
Oireksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan cleh
Oteritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
Direksi wajib memastikan BFR memiliki kebijakan dan prosedur APU
dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai degan kebijakan dan
prosedur yang berlaku.
Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen
(SOM, kebijakan, dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku.
Direksi wajibh mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian.
Oireksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan
dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat
mengikat bagi setiap anggota Direksi.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris.
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WL

Wil

yeulll

Xix.

b

Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak
menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan
untuk SOM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atau badan
pengawas BPR serta dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan
Rencana Kerja Tahunan.

Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh
jenjang organisasi.

Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan
perlindungan kepada konsumen atau nasabah.

Oireksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah

oleh Dewan Komisaris

h. Tindak Lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan

rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindak lanjuti, baik melaui rapat

Komite, ALCO atau langsung diterjemahkan dalam bentuk Surat Keputusan

Direksi, perbaikan S0P, atau Memorandum kepada unit-unit kerja terkait.

i. Rapat Direksi

Kegiatan rapat Direksi secara rutin disenggarakan minimal 1 {satu} bulan

sekali. Selama tahun 2019 rapat ini sudah diselenggarakan dengan detail

sebagai berikut :

Bulan Tanggal Agenda Pembahasan
Januari 16 1. Perkembangan Kondisi ekongmi dan
Februari (N Industri BPR dalam rangka
Maret 11 mempersiapkan diri menghadapi risiko
April 0y yang terus meningkat.
Mei 08
Juni (N
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Juli 10 2. Strategi dalam menjaga kualitas

Agustus 07 kredit, meningkatkan pertumbuhan
September 13 kredit, dan efisiensi.

Oktober 07 3. Meningkatkan kompetensi  Sumber

November 19 Daya Manusia dalam bidang

manajemen risiko.
4. Strategi meningkatkan pertumbuhan
DPK.
Desember Q9 5. Perkembangan bisnis perusahaan
melalui kehandalan management IT.

6. Strategi dalam penanganan kredit

bermasalah.

j. Fasilitas & Remunerasi Direksi

Fasilitas dan remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut

Remunerasi & Fasilitas Lainnya Jumlah Diterima dalam 12
bulan

Gaji Rp 4.360.000.000

Tunjangan Rutin Rp 1.790.000.000

Tunjangan Rumah Rp 380.000.000

Fasilitas Kendaraan 1 {satu) buah kendaraan dinas.

E. KOMITE-KOMITE
Komite-komite dibawah Dewan Komisaris meliputi :
1. Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan Fasal 1 ayat 11 Peraturan OJK nomor 4/P0JK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat
POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite pemantau risiko adalah komite yang
membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait

dengan penerapan manajemen risiko.
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a. Dasar Hukum

Peraturan OJK Nomor 4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 fentang

Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No.
067/5K.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau

Risiko, tugas dan tanggungjawab komite pemantau risiko, meliputi :

memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen
risiko dengan pelaksanaan kebijakan

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite

Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

¢. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko
Berdasarkan ketentuan 5K Direksi No. 067/5K.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni
2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko. susunan

anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

Ketua Komite : Komisaris Independen
Anggota

e Pihak Independen

e Pihak Independen

2. Komite Teknologi Informasi
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. D68/5K.DIR/V1/2018, tanggal 28 Juni
2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite

Teknologi dan Informasi (T1) merupakan komite vang dibentuk dengan tujuan

untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan infrastruktur Tl yang

mendukung visi dan misi perusahaan.

a. Dasar Hukum
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b. Tugas

Peraturan OJK Nomor 75/P0OJK.03/2016, tanggal 23 Desember
2016, Tentang Standar Pelaksanaan Teknologi & Informasi bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan BPRS.

Surat Keputusan Direksi No. D&8/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni
2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknolegi dan

Informasi.

dan Tanggqung Jawab

Berdasarkan Surat Keputuan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal
28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan

Informasi Komite Teknologi dan Informasi memiliki tugas dan tanggung

jawab yang meliputi

Mengarahkan dan memantau rancana pengembangan dan pengadaan
Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.

Mereview dan merekomendasikan rencana strategis Teknclogi
Informasi agar sejalan dengan rencana bisnis BPR

Melakukan evaluasi secara berkala {minimal 2 kali dalam setahun)
atas dukungan Teknolegi Informasi pada kegiatan usaha BPR
Memastikan investasi Teknologi Informasi memberikan nilai tambah
terhadap BPR

¢. Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi
Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi No. O68/5K.DIR/VI/ 2018,
tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi

dan Informasi, susunan anggota Komite Teknologi Informasi :

i Ketua Komite : Direktur Operasicnal

ii. Anggota

Direktur Kepatuhan

Kepala Divisi IT

Kepala Bagian IT Core Banking

Kepala Bagian IT Hardware & Data Center
Kepala Bagian IT Software Development
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3. Komite Remunerasi dan Nominasi
Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Peraturan OJK nomor 4/P0JK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat

POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite Remunerasi dan Nominasi adalah

komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi. Remunerasi adalah gaji,

tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bhagi Direksi yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Dasar Hukum

Peraturan OQJK Nomor 4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

. SK Direksi No. 068/5K.0IR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang

Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab
Berdasarkan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No.
Q69/SK.DIR/VI/ 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi
dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

meliputi :

Mengevaluasi dan  memberikan rekomendasi terkait kebijakan

remunerasi

a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundangan.

b  Prestasi kerja individual
Kewajaran dengan Peer grup

d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR

e Kebijakan pengelolaan 5DM  penilaian kinerja dan struktur
remuneras|

f  Sistem promosi, demosi, mutasi dan revitalisasi untuk karyawan

Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi.
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¢. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 088/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28
Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan
Nominasi, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :
i Ketua Komite : Komisaris Independen
ii. Anggota
e Komisaris

e Kepala Bagian HCM

4. Komite Audit
Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 POJK Penetapan Tata Kelola BPR, Komite audit
adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan
Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
a. Dasar Hukum
i. Peraturan OJK Nomor 4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat.
ii. SK Direksi No. No. 070/5K.DIR/VI/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang

Perubahan Pembentukan Komite Audit.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit
Berdasarkan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat
Keputusan Direksi No. No. 0O70/5K.DIR/VI/2018 tentang Perubahan
Pembentukan Komite Audit, tugas dan tanggungjawab komite audit
meliputi :
i. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
ii. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
iii. Memberikan rekomendasi kepada DOewan Komisaris terhadap
pemantauan dan evaluasi yang meliputi :
a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
b. Kesesuaian pelaksanan audit oleh kantor akuntan publik dengan

standar audit
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c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku bagi BPR
d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Dlreksi atau hasil temuan satuan
kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern,
akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau
otoritas lain
iv. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, Ctoritas Jasa Keuangan atau

ororitas lain.

¢. Susunan Anggota Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang
Perubahan Pembentukan Komite Audit, susunan anggota komite audit
meliputi :
Susunan anggota Komite Pemantau Risike, terdiri atas :
i Ketua Komite : Komisaris Independen
ii. Anggota
e Pihak Independen
e Pihak Independen

Selain Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi juga memiliki komite-
komite eksekutif pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,

diantaranya

5. ALCO (Asset & Liabilities Committee)
a. Dasar Hukum
i. Surat Keputusan Direksi No. SK,DIR/087/X/16 perihal Perubahan
Susunan Anggota Asset Liabilities Committee (ALCO)

b. Tugas dan Tanggung Jawab
Asset and Lighifities Committee (ALCO) adalah komite eksekutif yang
membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan merencanakan strategi
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bisnis perusahaan diantaranya mengelola asset, liabilitas, menetapkan

suku bunga deposito, pinjaman, dan pinjaman antar bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab ALCO adalah :

Menetapkan suku bunga, komposisi asset dan liabilities.
Memaksimalkan profitabilitas bank dengan mengendalikan biaya
atau pendapatan bunga.

Mengelola aktiva produktif (kredit dan penempatan antar bank}
dengan komposisi asset liabilities yang menguntungkan.
Mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan aset, liabilitas, dan
ekuitas BPR Lestari Bali.

¢. Keanggotaan & Susunan Anggota ALCO

Keanggotaan ALCO terdiri atas :

iv.

Ketua Komite: Direktur Utama

Wakil Ketua : Direktur Operasional
Sekretaris : Corporate Secretary
Anggota

Direktur Kepatuhan

Direktur Bisnis

Kepala Divisi Operasional

Kepala Divisi Funding

Kepala Dlvisi Lending

Kepala Divisi Asset Management

Kepala Divisi IT

© N vk W

Kepala Bagian Terkait

d. Rapat ALCO

Bulan Tanggal Agenda Rapat

Januari 22 1. Kajian analisa dan perencanaan
Februari 27 terhadap  posisi  neraca  bank
Maret 25 berdasarkan bisnis, komposisi asset
April 15
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Mai 21 dan liabilitas, pertumbuhan,
Juni 22 pendapatan dan margin.
Juli 18 2. Perencanaan dan penetapan suku
Agst” 16 bunga.
Sept” 19 . .
3. Perencanaan peningkatan kualitas
Oki” 10 . .
aktiva produktif.
Nov’ 18 . .
4. Perencanaan efisiensi.
Des’ 12

6. Komite Manajemen Risiko

a.

b.

Dasar Hukum

i. Peraturan OCJK nomor 13/P0OJK.03/2015, tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi BPR (selanjutnya disingkat POJK Penerapan
Manajemen Risiko BPR).

ii. Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 37
Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen
Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat © POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR,

manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR,

tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

i. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;

ii. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko;

iii. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan

keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
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C.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/5K.DIR/X/2018 tanggal 31
Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen

Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

Vi,

Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama
terkait ketentuan intern yang memuat tanggung jawab Direksi dan
Cewan Komisaris terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama
terkait kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko,
prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan
risiko pada Produk dan aktivitas baru.

. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terhadap perbaikan

atas | hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko

Memberikan pertimbangan dan menetapkan hal-hal terkait dengan
keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
Seluruh rekomendasi yang diberikan harus berupa laporan tertulis.

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/5K.DIR/X/2018 tanggal 31
Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen

Risiko, susunan anggota Komite Manajemen Risiko BPR Lestari meliputi :

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

Ketua Komite : Direktur Kepatuhan

Anggota

e [irektur Operasional

e Direktur Bisnis

e Kepala Divisi Operasional

o Kepala Bagian SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko)
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Rekapitulasi Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi,
Komite Teknologi Informasi, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko,
diantaranya meliputi :

Bulan Tanggal Agenda Rapat
Maret 15 1. Perkembangan transaksional
Juni 21 banking
September 20 2. Rancangan regulasi tentang KAP
Desember dan PPAP BPR
16 3. Risk Appetite dan Risk tolerance
4. Perencanaan efisiensi.
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BAB I
FUNGSI SATUAN KERJA

A. FUNGSI KEPATUHAN

1.

Dasar Hukum

a. Peraturan Otaritas Jasa Keuangan MNomor ASPOIK.O03/2015 tentang
Fenerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Peraturan Otcritas Jasa Keuangan MNomcr 12/P0JK.C1/2017 tentang
Fenerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Tercrisme di Sektor Jasa Keuangan.

c. Peraturan Otcritas Jasa Keuangan Nomor 23/F0JK.G1/201% tentang
Ferubahan Penerapan Frogram A&nti Pencucian Uang dan Pencegahan
Fendanaan Terarisme di Sektor Jasa Keuangan.

d. Surat [Cdaran OJK Momer 6/5001K.Q3/2016 tentang Penerapan Furngsi
Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

e. Surat Keputusan Cireksi No. O82/X/2016, tanggal 3 Desember 2015,
tentang Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan.

f.  Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/088/X%/2076 tanggal 19 Oktoker
2016 tentang Pergantian Petugas APU dan PPT

g. Surat Keputusan Direksi No.22/5K.DIRA 2019 tanggal 5 Maret 2019

tentang penerbitan manual Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Pasal 51 POJK Penerapan Tata Kelcla BPR, BPR wajib memastikan
kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jlasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lainnya. Penerapan kepatuhan pada BPRE Lestari
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (5KK). Pembentukan Satuan Kerja
Kepatuhan merupakan bentuk implementasi ketentuan Fasal 52 POJK
FPenerapan Tata Kelola BFR, dimana dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
anggota Direksi yvang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki
modal inti paling sedikit Ap50.0300.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib
membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unity vyang independen
terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) merupakan
satuan kerja vyang berwerang melakukan tindakan atau langkah-langkah

pencegahan (preventif] untuk memastikan kegiatan usaha BPR Lestari yang
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meliputi kekijakan, ketentuan, siztem dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan
peraturan Ctoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan vang
berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung  jawab  terhadap
pelaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Fendangan Terorisme {(AFU dan PPT). Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh
secrang kepala bagian SKK yang independen dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Kepatuhan, Bentuk pengawaszan aktif Direksi terhadap fungsi
kepatuhan, ditunjukkan melalui penerbitan review atas SK maupun produk yang
akan terbit, pengkajian rencana-rencana bisnis bank, persetujuan atas
kelxijakan/prosedur, dan pelaporan secara periocdik dan pertemuan/forum

diskusi.

3. Tugas dan Tanggung Jawabk Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat

Keputusan Direksi Na, 022/5K.DIR/1/ 2019 tentang Penerbitan Manual Satuan

Kerja Kepatuhan, meliputi :

a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan Peraturan perundangan lain vang relevan dengan kegiatan
usaha bank dengan update data regulasi dari OJK dan Peraturan
FPerundangan Lainnya.

b. Melakukan koreksi dan memberi persetujuan terhadap review Kepatuhan
vang telah disusun oleh Staff Kepatuhan.

Melakukan pemantauan terhadap pelaporan rutin kepada Otoritas.

d. Melakukan kcreksi dan memberi persetujuan terhadap penerbitan Jurnal
Kepatuhan bulanan  sekaligus  memastikan  seluruh Jurnal  telah
tersosialisasi kepada seluruh karyawan.

e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja. mengenai kepatuhan terhadap
peraturan Otaritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain.

f.  Memberikan Rekomendasi untuk preduk, aktivitas, dan transaksi sesuai
peraturan perundangan.

g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.

h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja
Audit Intern atau Pejabat Cksekutif yang menangani fungsi audit intern
terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan aleh pegawai.

i. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, =istem, dan prosedur
kepatuhan.

PT BPR LESTARI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

j. Mereview hasil assessment Tata kelala oleh staf dan menyampaikan
hasilnya kepada Direktur Kepatuhan

k. Mereview Laporan Direktur Kepatuhan dan Laporan Tata Kelcla dan minta
persetujuan direksi untuk disampaikan kepada OJK

[.  Sharing pengetahuan kepada staf kepatuhan tentang perkembangan
kepatuhan di industri GPR

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti

Fencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas

dan tanggung jawab unit AFPU dan PPT Satuan Kerja Kepatuhan sesuai

ketentuan Surat Keputusan Direksi Mo, 022/5K.0DIRA1/2079 tentang Petugas

APU dan PPT, meliputi ;

a. Memastikan pengkinian data nasabah secara bkerkala, terutama yang
tergaleng beresiko Tinggi

b. Melakukan pengkinian daftar nama-nama teroris dari daftar yvang terbaru
pada website PPATK {Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan®.

¢c. Melakukan pemeliharaan data nasakah yang tergolong PCP (Polifically
Cxposed Persor)

d. Memastikan kelengkapan infarmasi nasabah pada =aat pengajuan

pembukaan rekening

Memastikan bahwa sistem BPR telah mendukung penerapan AFU dan PPT

Memastikan kerahasiaan informasi terkait penerapan APU dan PPT

Melakukan penyesuaian kebijakan internal terhadap aturan PPATEK

S oo

Melakukan pelapcran secara berkala kepada PPATEK terhadap LTKT dan
LTKM

i. Melakukan analisa dan pembuatan laparan yang diterima dari unit-unit
kerja lain terhadap transaksi nasabah yang tergolong mencurigakan.

4. Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2019
Selama tahun 2019, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha BPR Lestari
vang meliputi kekijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha
vang dilakukan oleh BRR telah sesuai dengan peraturan Oteritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BFR
terhadap komitmen yang dibuat aleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
danfatau otoritas lain seperti Bank Indanesia (Bl}, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (FPATK), dan/atau Lembaga Fenjamin Simpanan (LPS),

Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi @
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NO KEGIATAN

1 Melakukan review terhadap produk dan aktivitas baru BPR Lestari dalam

bentuk tanggapan serta rekamendasi untuk menjamin kesesuaian produk

dan/atau aktivitas dengan ketentuan yvang berlaku.

2 | Melakukan review terhadap kredit diatas 5 milvar dan manual/prosedur
BPR Lestari untuk menjamin ketentuan internal telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang kerlaku dan telah sesuai dengan

penerapan prinsip tata kelola yang baik.

3 | Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas lasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan

kegiatan usaha BFR dalam bentuk review.

4 | Memantau pelaporan dalam rangka mengelola risike kepatuhan, Satuan
Kerja Kepatuhan {SKK) memastikan seluruh pelaporan kepada otoritas
terkait dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kegiatan tersebut,
5Kk telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kalender
Felaporan kepada Bl, ClK dan Otoritas lainnya. Kalender ini sudah
ditempatkan dalam sistem intranet perusahaan <sehingga seluruh
karvawan dapat mengetahui laporan-laporan terkait Otoritas dengan
mudah.

5 | Melaksanakan self assessment yang bertujuan untuk memastikan
perusahaan telah comply dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. BFR Lestari melakukan (seff assessment) untuk membandingkan
kelkijakan dan prosedur perusahaan dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Hasil Assesment tersebut dilaporkan kepada
Direktur Kepatuhan dalam bentuk rekamendasi perbaikan kebijakan dan

prosedur.

& | Membuat dan menerbitkan jurnal kepatuhan pada setiap bulan, sebagai
bentuk edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan perbankan terbaru

kepada seluruh karyawan BPR Lestari.

7 | Melakukan pemantauan terkait teguran dan/atau pengenaan sanksi dan

denda dari regulator.

& | Melakukan pengkinian  peraturan  perundang-undanganketentuan

internal/ketentuan bunga penjaminan (LP5) pada fasilitas datakase

regulasi.
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S | Mengikut pelatihanftraining terkait penerapan kepatuhan pada

industri perbankan,

10 | Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan transaksi nasakah dan
memastikan ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan dan

transaksi keuangan tunai.

11 | Melaparkan transaksi  kedangan mencurigakan (LTKM), transaksi
keuangan tunai {LTKT) serta Data Sistem Infarmasi Pengguna Jasa
Terpadu (SIPCSAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK).

12 | Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT pada

bagian terkait.

13 | Memastikan pelaksanaan pengkinian data nasakah pada masing-masing

kantor kas dan cabang BFR Lestari.

14 | Melakukan pemantauan pada seluruh kegiatan dalam rangka memastikan

penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.

15 | Menyusun dan menerbitkan Laporan Triwulan Kepatuhan yang berisi
laporan terkait sanksi atau teguran vang diperaleh BPR Lestari,
kegiatan yang telah dilaksanakan serta program bkaru Satuan Kerja

Kepatuhan dan pencapaian rencanad kerja kepatuhan.

16 | Menyusun dan melaparkan data keuangan nasalzah asing SiFINA.

17 | Menyusun dan melaporkan rencana dan realisasi pengkinian data

naszbah.
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5. Analisa dan Kajian Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan analisa dan kajian

terkait ketentuan internal BPR Lestari untuk menjamin kesesuaian ketentuan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa dan kajian yang

telah dikeluarkan oleh kagian Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi ;

DAFTAR KAJIAN KEPATUHAN PT. BPR LESTARI BALI

PERICDE 1ANUARI - DESEMBER 2019

HO TANGGAL HOMOR KAJIAN JUDUL KAJIAN KEPATUHAN KEBIJAKAN
1 TS 2079 (47 5EK- Kelentuan Pragram lake Ower | 5K M. Q045K IR 2070
REVADTF 2079 Tao Lp KYRAER Fer hal Kelentuar Pragram |ake
Ower 1op Lp K2RAEPI
2 2550172079 (7 SEK- Manual Sysdur 5K Mo 07 1/56 CIRAY 2079
EEwVADT 2079 Fer hal Feraraitan anual
SisleT don Prasecur {(Sisgur)
3 2R 2009 | DRSSKK- Keleniuan Merchant | SK Mo, O C/sk.GIRAS 207D
REVADTF 2079 accrecalor perihal  <etenluan Merchart
Accrecalor
4 2250172019 T0/5KK - Praduk Kredit 3PR Lestan LK is3 QoA SK IR 2079
REWA1/2079 e hal  Produk Kredil  BPR
Leslari Ba
5 0022079 1275KK- Pendaliaran Frogram PIM | 5K . D7 ALSKDIEANS 2014
REWAD2F207D Elekiromk  Banking  ada | Bemhal Zsndaftaran Pragam PIN
Aplikosi (M5 Elecironic Banking ada Aplikas
(L
£ 12502/ 2019 14/5KK- Kelentuon “embalgsan A<ses | 5K Moo O15/5K DIRALS 200%
REwAD2 2079 1% Fe- hal Kelentuan PFembalasan
Akses MIS
7 125052019 To/5KK- Perubahan Kewenangan Pe aoat | 5K Moo DE2/5KCIRAN 201S
BEW/D4/ 2079 dan Ketenluzr Biaya <orior [ hal Perubahan Kewenanogan
Pejakal dan Kstenluan Biaya
Kanlor
] 1505 2009 1575KK- Manuzl Mahile Bar<ing YK . D5 875K, CIRAN 2014
REWADS/ 2079 e hal Manwal Mol 2 Banking
o 2104572019 1875KK- Pengounaan =mrail kKarlor SK M DARSSK.CIRAN 2005
EEVAD4/ 2079 [es hal  <etenluan  Perggunaan
Email Kaniar
10 2E5/ 2019 227 5KK- Kelmjakzr dar Frosedur | 5K Moo DAT/SKGIRANS 2005
REVADS 2079 Penzrcanan “ransaksi Relur Ferihal Kehijgkan tdan Frosedur
Penzrganan “ransaksi Relur
1M 250572019 24K - Kzleniuan SLA Pena- kar | 5K Moo DAC/SKGIRANS 2014
REVADS7 2079 Agunan Ferifa Keleatugr SLA Perarikar
l Agunan
14 04/, 20749 2hSSEE- Kelentuzr Pemblkaan Jekening | 5K Moo O3 775K DIRANV S 2004
REW A7 2079 LPD Ferital o Kelertaan  larbahare
PembJkaan Rekan ng on

Perorangan o PL)
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15 Q7047 2079 27 F5KK- PerLbahan Ketenluan | 5K Moo OSBAAKDIR W 2014
REMW A7 2079 Wewerans Pejabas | Fevihal  Perubahan  Ketentuan
Panzrcatangan Berkas | “EWErang Pejanal
. Penzrocalangan Berkas

Uperasional .

Uperazional

14 2550472079 5175KK- Manaa SKEMR 5K {3 DA3/SKDIRAS 2070
REW DA 2079 Feneritan Yanual

e hal
“atuan Keroa Mangjemer B oSiko
{5KMES

15 5070472019 SE55KK- Perubahan dan Pengmbahor | 5K Koo O39S DIRAYA 2015
REMADA/ 2079 Keleaiuar Pelaksanaan | Bevihal Zerubahan dan
Uperasioral Mot g Bankirg Pengmbahizr fetenlugr
Pelaksanzan Operasicnal Molh e
Eanking
16 10087 2019 A0S 5KK- Paribahan Ketentuan | 5K Koo OL4ASK DIRSY L 2CTS
REVAOGF 2070 Ker asama Pepgh mounan Dora | Feohel Pecubahon Ketsntuan
Pikak <etiqa Ker asgma Jengh mpanan Dana
Pihak <etina
17 12002009 | A175KK- Perubahan ketentuan | 5K Moo OSTA5K.DIR/YIA 2014
REMADG/ 2079 Pemherian Kartu Pogritas Feaal o Kelentuan  Perbherian
Kariu =ricritas
145 1405 2079 A575KK- Perubahan Ketentuan Appransal | 5K Koo OL2AAK DR 2CTS
REwADG; 2079 Acunan Feeihal  Perubahan  Keizntuan
l Apraisal Aguran
1 145087 2019 ALF5EEK- Par.oakan Kzlenluzr Kas Mesin | 5K Hoo OLS/AK DIRAEL 20149
REVADG 2079 Al e ihal Ferukahan Keleniuan Kas
Mesin & 1T+
20 185002079 Ab/SEK- Prasedus “engaktifan Rekemimg | 5K Moo OR0/SE.DIRA L 2014
REW DG/ 2079 Corman e hal Feneraitan wanual
Pembaohart.an Pemqakli[ar
Rekering Darmart
21 18,00 2079 A7 FHEK- Perubahan Kehijakan dan | 5K Moo OLBSKDIRAL 2GS
REWVADGS 2079 Prazedus Ferangaran AY D4 Feihal Perubahor Kehiakan dan
Prased.as Ferangaran AY[04
2d 20002079 A7 SKK- Kelentuzr Kapasiles | 5K Moo O9//5K.0IRMAA2019
REVADGF 2079 Penyimpansr Ema Feeihal  Ketertuan  Kopas Las

Penyimpanzr Ema

24 2005 2019 S2F5KK- Kelentusr  lambakan Praduk | 5K Hoo OGO/ DIRAG 20149
RN A6 2070 Keedil Fecihal  Kelertuan  Tarbahar

Praduk <redii,
24 a1,/ 2019 S2FhEK- Manal SKAal K Moo QBRI 2019
BEWADAF 209 e hal Feneroitan Y anal
Satuar Kerja Aud Lreern (SEAL
2k Q047 2079 SEsSKK- Par.bahan <etenluan Yelaaaqan | 5K Moo DEASK.DIRAI 2003
BEVAD A 2070 E2R Frahal Perubahon Ketentugn

Pelaparan BER
2 QR0 2009 S/FRKK- Perubahan Kelentuan SK Mo DGESECIRSAYINA 207G
BEMAD 2079 Pambukaan C1F hor Pergrargan | BRaal Perubahan Ketentuan

Pembukaan Cl- hor Perorargan
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27 5000052009

DS~
REWAGA 2079

Shoring Pengetabuan

2019
SK Mo DGASSELCIRSAYINA 207G
Kelentuan  lerkait Permahanan

Shzring dari InsLanst Lamn

25 QED8 2019

f3175KK-
REVADRF 2070

Kateqgar Wilayah Ber s ko

“1naci

SK Mo DA1TSELCIRSYINA 207G
e hal Kalegos Wilayah Berisiko
Bialalnd}

i S1OR 2019

£35275KK-
REWAOHES 2079

Kelentuzr Pengels aan CIF dan
KO8 Dang PiFak Ketiga

SE Mo O7RSSKDIRAY I 2004
gee hal  <etenluan Pergelolain
Cl= dan SNJA Jana Pinak Ketica

50 210872019 35/ 5KK- Paribahan Ketentuan | 5K Moo D7 A/SKDIRAYDINA 2079
REVAUE 207D Pemirjzman Aqunan Kredit perihal - Perubahon - Keientuan

Pemir zman Aqunan K-edit
a1 SVA0R 20019 | 6SSKK- Kelentuon  lambahan ter<ail | 5K Moo DF9/SK. QIR 2079
REV/DH/20°9 | Rekering Jnint Account (90) | Berhal  Kelertuan  larbahar

Lerkais Resenirg Jonl Accaunt

(300
i 02700 2079 5K - Manuzl Financia  ManageTenl | 5K Mo, OS85 JIRAX 2019
REWADG7 2070 (M e hal Feraraitan wanual
Financia ManageTent (FM}
55 02705 2019 FOFSKK- Perubahan Kehijakan dan | 5K Nz OBOASE.DIRSHE 2014
BEM DR 2079 Prased.s %tand ng Inslruct on | Fenihal Perubahgr Kehijakan dan
£50) Funding Prasedus  Stand ng  Instraction
(517 Funding
54 0250682019 F175KK- Perubahan <etenluan Kred L @ | 5K Koo DS99/SK.DIEAR 2CS
RENMADDs 2079 Karite Kredii perikal - Perubahan  Ketert.an

Krediv o <omite Kradil

5h 02508 2019 £ 255KK- Perubahan Kelertaan  Dang | 5K Koo JBS/SKDIRANS A0S
REVAD97 2079 (Bararsi Kredil kasy KPRAKP| leihal - Perubahan Ketentuan
Cani  Garanst Erecit  EASY
KPR/
S 1500 2079 FoiLKK- Kelentuzr Pelaporan Keaangon | 5K Neo  J89/5K CIRAK 2070
REVAD9/2079 Publikasi BPR peihal  detenluan Pelaporan
Keuangan lakunan can Puklikasi
B2K
57 Q202079 FOSKK- Ketmjakan Biaya | -ansfer SE Mo, JUs/SK DR 2070
REWAD9/ 2079 e hal Keleatuan Biava Transfe-
S5 01702009 BOSSEK- Kelentuon Pz oyanan  Fak | 5K Moo Q24:5K 0IRAK 2019
BEVAQ 2079 Tangourgan lerinlegras Fehal ketensuar Pelayaran Hak
Serara b e<tromk (H -el) Tanacunganlerimlegeas  Secara
Elekiocn k (H1-gl)
i /2019 B475KK- Kely jakar dan Zrosedur Ker g | 5K Moo 122/5K.DIESK 2004
REVA G207 9 Sama Pervaluran Kredil e hal 019 Kelnjakar cdan

Prosedur Kerja Soma Penvaluron
kredil

1l 051172019

BESKK-
REMA 152070

Keleniuan [ ambznan

Penzrganan Pendaduan Masalzah

LK Mo, 1055 DIRS XL 20714
pecihal  Kelertaan  Tarbahar
Pengroanan Pengaclan Yasalbah

41 | 0551142079

G/ 5KK-
REW/" 142079

Kelentuor Siraleqi Bisn s Bare

SE Mmoo ISR DIRAK 2010
Leial ketentian  SLraleqi
Eisris Bank
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a7 051172079 TIC/ K- Kelvjakpr Pemoerian dgciah SE Moo CRASKDIRS XL A0S
REMA 172079 Feeihal  Kebijakar  PeTberian
Fadiah
A4 111172019 T /5K - Kelentugr Rekrulmen, Promasi | 5K Moo 125/5K.DIRSHNS 200%
BEVA 172070 dan Cemss: <acyawan e hal  Keientian  Rekrutmen,

Framaosi dan Ceres Karviwan

A4 141172019

10275k -
REvA 172079

Kelentuan lerkait  Pergenzan

Pajak AvLos Bel;an Bank

S Mo 12K IR RN 2014
peehal <ewenluan Pengenaan
Fajak Alos Beban Bank

a= 1471172079

155K -
REVA 172079

Kelmjakor dan Prosedar ond of
Cay (EDD}

5K M. 10556 LIRS 2079
geeihal  <etenluan  Fengenaan
Fajak Awcs Belan Bank

AL | 11172009 145K - Keleatuar Pelanggarzr S0F YK Moo TIOASK.DIRFXL 2006
REMA 172079 periial Kelentuar  Pelangoaran

Prazecur
a; 11711720749 1045/9K - Perundman  Pergenaan  Biavs | 5K Moo T215K.DIRS XL 2015
REV/T 172079 acmin slrast Kacky ATH pechal - Perundaan Fengenaan

Biaya Adminislrasi Kary &7 M

A5 | 12172009 107 5K - Kelentuzr Kerjasama Merchart | 5K Moo 10ASK.DIRSX1 2019
BEws 1420740 [eihal Letenluan ferjasama
Merchanl
A | 1471172019 TIRMK - Perubahan Ketenluan Kredit SK Mo, TT1ASK.DIRAXL 2005
REVA 172079 Frahal Perubahon Ketentugn
Kredil
20 14511/ 2079 10975k - Perpanjangan Drogram | 5K Moo T1AA5K.DIRSXL 200G
REWA1/2079 “ahungan LPD dor Kogeras e hal  Zerperjzrgan Program

“ahuncian LPD & Koosros

51 181172079

105K -
REMA™ 172079

Perubahan Ketenluan dar B Lur
Mot g Banking

5K k. 125K DR R 2005
[erihal Ferukahan Kelentugr dan
Filur Miobile Banking

REWMe ™ 1/2079

splikasi Leslas Diskor

o4 181172079 11 585K - Kelentluzr Prag-am Kado | 5K Moo 1205K DIRSRN 2008
REMAT 172079 Lestar 2020C [es hal  Ketzntuan  Pengundian
Program Huajon Emas
23 2111/2079 114/59K <- Pembukaan Fwekening “abungan | 5K Moo 115K JIRAKIAZ2079
REV/ 172079 “ransaksioral Merchant, Eenihal  Pembukoar  Jekening
“ahJancan [ransé<sicnel
Merchanl
54 211172019 175/5K - Keleniuan Penqundian | 5K Mo, 1ARSSK.DIESXI 2013
RBEwvs 172079 “mhungar _umbe Meccrant | Betiial o Kelertaan  Tamrbahar
720 Pragram Proma " goangan Jumoo
ok 61172079 1155k - KFiE LK ko, NBSK.DIE R 201G
REwS 172079 pechal Kelentuse  Fasil Las
Kredit 4esejahleaar Karyawan
SB| ZBST11/2079 174 5K - Kelentugr JezdeT fairt | 5K Koo 12SASEDIESKL 20

Feehal Ketentuan Reecem Poinl
Aplikasi Leslas Diskor

57 | QsmM2s2019

T18/5K -
REVAT1F2079

Keleaiuar “zrekamanan

Kanfirmasi lelepon Hasabah

K Moo 128/5K.CIRSRNS 2004
peeihal  Eelertaan  “ergkaman
Konfirmasi lelepon Nasabah
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S5 | Q22020049 1195k - Ar5 p Man <red L SE R 129K CIRS R 20w
REws 142079 e hal  <etenluan Pergelolaan
Ars p Man <red |
ol 0272079 120K - Erc al Day SE Moo TASSSK.CIR RIS 2004
REvA 172070 Freihal  Pecubahan  Keizntuan
Froses Enc O Jay (2001 Core
Banking WIN ore
Bl | Q51272009 12805k Kzleniuan [zmbahar Rekeming | 5K Moo 13055K.DIESRNA 2004
BEMA 242079 “ahungan [ransaksional | Fesihal  Kelertuan  larbahar
Merchanl Rekering Tabuncan
“ransaksioral Merckan
£l 04122079 128/5K - LK Pakla Integritas YK Mo, TAGDSSKCIRS RIS 20145
BEwvA 272070 Leihal kKeleniuan Pakiz
niegritas dan Pegakuan Hak
nlelekiual
0l | 05/12/2079 1305k Cal Center S Mo, A0Sk DIRS KNS 204
Rewss 2p2079 [zei1al Perunaran Ketenluan Cal
Cenles A7M can ceslari Mohile
15 JE1 242079 1515k - Keleatugr  Laya 1y Program | 5K koo 120556 DIRA K 2013
Rewsm 272079 Merchanl e hal Kelentuan _avalyy
Frograrm Merchant
i34 52/12/2019 142K - Kelentugr Mgrager on Duty | 5K Moo 197/5K.DIRS KNS 2005
REMS 242070Q (Maly di Merchant of  The | e hal <eteniuan Yanacer cn
Mot (MO ] Culy (voll d Merchanl GF The
Mok (MO TR

6. Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Selama tahun 220, Satuan Kerja Kepatuhan mengikuti kegiatan pelatihan yang

ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi ¢

Tempat dan Tanggal

Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Denpasar. 19 Januari 2019

Penerapan Manajemen Risiko BFR

Jakarta, 27.28,30 Maret 2019

Sertifikasi Kepatuhan

Denpasar, 19 Desember 2079

Pailit Class

7. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Penerapan Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan melaparkan hasil

analisaskajian dan memberikan

rekamendasi kepada Direksi. Tindak lanjut atas rekomendasi Satuan Kerja

Kepatuhan oleh Direksi, dapat berupa laporan, perbaikan manual/50FP yang

Kamisaris.

ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan
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B. FUNGSI AUDIT INTERN
1. Dasar Hukum

a. Surat Cdaran CJK Momar 7/5E0JK.03/72016, tentang Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

b. Peraturan 0K Momar FR/POIKOE/2016, tentang Standar
Fenyelenggaraan Teknalogi Infarmasi bagi BFR/EPRS.

C. Surat keputusan Direksi Momor 397/1%, tanggal 03 Desember 2015
tentang Satuan kerja Audit Internal.

d. Surat Keputusan Direksi Nomor 090/X/16, tanggal 17 Oktober 2016
tentang Risk Based Audit Program (RGAFD.

e. Surat Keputusan Direksi Momor 100/5K.DIRAYI 2017, tanggal 1 Agustus
2017 tentang Kebijakan dan Fedoman Umum 5Satuan Kerja Audit Intern

2. Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan kerja audit internal {SKAl)} dipimpin oleh secrang Kepala bagian SKAI
yang independen. Tim KAl terdiri darm Audit Operasicnal, Kredit, dan
Teknolagi Informasi. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan
Komite Audit.

lingga tahun 2019, Unit SKAI terdiri atas, 1 (satu) crang kepala bagian SKAI
dan 3 (tiga) orang Audit Officer.

3. Standar Pelaksanaan
Standar pelaksanaan yang digunakan adalah berdasarkan Risk Based Audit
Program (RBAF), vaitu suatu metode vang dilakukan untuk meyvakinkan kahwa
risikc pada perusahaan telah dikelals sesuai dengan batasan risiko (risk
appetite) yvang telah ditetapkan.
RBAF disusun dengan tujuan membuat pemeriksaan lebih sistematis dan
terstruktur, Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di BPR

Lestari.
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4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Mo, T00/5K.DIRAYINAZ2017, tanggal 1

Agustus 2017 tentang kebkijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit

Intern, tugas dan tanggung jawab KA meliputi ;

a. Membantu tugas Cirektur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pendawasan cperasicnal, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun
pemantauan hasil audit.

b. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadao jalannya sistem pengendalian
internal pada penerapan GCG  dalam  penvyajign  penilaian  sesuai
ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku.

c. Melakukan evaluasi dan walidasi terhadap sistem yang berjalan maupun
vang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelalaan.
pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap
unit dalam perdsahaan.

d. Melakukan monitaring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta
menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan
perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan  yang sesuai dengan
persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.

e. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama.
Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang
deoitugaskan aleh Direktur Utama.

g. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi. operasianal
dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dakumen langsung
dan analisis dekumen,

h. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk  memperbaiki  dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,

i. Wajib memberikan saran dan infomasi yang ohyektif tentang kegiatan

vang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

5. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal 2019
a. Pemeriksaan Operasicnal
i. Pemeriksaan Human Capital Management {HCM) dengan ruang lingkup
pemeriksaan:
e Fungsi FPerencanaan mehputi Manpower Planning, Manpower
Recruttment, Manpower Fulfillment, Sourcing Candidate Compliance
test terhadap aturan yang berlaku
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o Fungsi Pengembangan ;. Training, Development, Coaching, Mentoring

o Fungsi Informasi & Teknolaogr : Fersonel Data hase, Sistem
Infarmasi Manajemen 508 ([IRIS}

e Fungsi Penghargaan dan Penghukuman . Carpensation & Benefit,
Reward, Termination, Punishment

e Fungsi Peningkatan kinerja . Performance Management System. Fay
far Perfarmance

e Fungsi Pengembangan budaya kerja . Structure, Culture

Berdaszarkan surat tugas pemeriksaan Mo, SKAL 2018/7XI1/015/5T
tanggal 28 Desember 2018, Pemerikzaan dilaksanakan dari tanggal 2
Januari 2019 sampai dengan 16 Februari 2019,

ii. Pemeriksaan Continuous And Never Ending Improvement {CANI)
dengan ruang lingkup pemeriksaan:

e Tata kelola handling complain nasakah

o Tata kelocla monitoring SLA kredit

e Tata kelcla monitering kualitas service nasakah
e Tata kelcla enginering proses operasianal

Berdasarkan sdrat tugas pemeriksaan Noo SKAL2019701/Q03/5T
tanggal 13 Maret 2019. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 13
Maret 2019 sampai dengan 18 April 2019,

iii. Pemeriksaan Marketing Communication dengan ruang lingkup
pemeriksaan:
e [waluasi terhadap kinerja public relation
e [waluasi digital marketing atas promesi di media online
e [waluasi terhadap tingkat pemenuhan standar corporate identity
{branding)
e Tata kelola program loyalti customer

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Mo, SEALZDTS/01/00445T
tanggal 14 Maret 2018, Femeriksaan dilaksanakan dari tanggal 15
Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019

iv. Pemeriksaan Fisik Bilyet Deposito ABA (Bank Umum dan BPR}
Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Mo, SEALZDTS/0/00645T
tanggal 1 Maret 2018, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 271
Februari 2019 sampar dengan 22 Februari 2019,
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v. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan ruang lingkup
pemeriksaan:;
e Penerapan APU dan PFT
e Tata kelcla rekening dormant
o Tata kelala proses perpanjangan deposito dan perubahan suku
bunga
e Tata kelcla penyimpanan speciment tanda tangan nasabah
e Test perhitungan hunga depesita dan tabungan.

Berdazarkan surat tugas pemeriksaan  No. SKALZOT19/.¥/009/5T
tanggal 16 Mei 2015, Femeriksaan dilaksanakan dari tanggal 27 Mei
2018 sampai dengan 28 Juni 2019,

vi. Pemeriksaan ATM dengan ruang lingkup pemeriksaan:
o Campliance Test Proses Clectronik Channel Operation (CCC)
e (ash Count ATM, stok opname kartu ATM, money casete dan
dispenser
e Rekonsiliasi transaksi ATM {terutama transaksi vg menggunakan
night file)
e [waluasi proses penarikan melalui ATM pada saat end af day.

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Moo SKALZ2Q19/VIA01045T
tanggal 18 Juni 2019, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 25 Juni
2019 sampai dengan 25 Juli 2019,

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No.o SKALZ2079/VHI/002/5T
tanggal 11 September 2019, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal
11 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019,

b. Pemeriksaan Perkreditan
i. Pemeriksaan Kredit Komersil dengan ruang lingkup pemeriksaan:
o MNew Account
e FProses bisnis
o Penetapan kalektibilitas

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Mo, SKALZOT1E/XIN/01645T
tanggal 28 Desember 2018, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 4
Januari 2019 sampai dengan 20 Januari 2019.

PT BPR LESTARI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

ii. Pemeriksaan Kredit Kensumer dengan ruang lingkup pemeriksaan:
e Mew Account (KPR, KFT dan Multiguna)
e Proses bisnis
e FPenetapan kelektibilitas

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan Mo, SKALZO01S9/01/005/75T
tanggal 14 Maret 2013, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 28
Februari 2019 sampai dengan 28 April 2015,

iii. Pemeriksaan Pemberian Kredit Kepada End User Developer
{(Program Easy KPR) dengan ruang lingkup pemeriksaan terhadap 18
debitur Cnd User Easy KFR,

Berdasarkan surat ftugas pemeriksaan No. SKALZC19/1/007 /M|
tanggal 22 Maret 2019, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 1
Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2019,

¢. Pemeriksaan IT
1. Pemeriksaan Operasional Teknologi Informasi dengan ruang lingkup
pemeriksaan:
o Rebijakan Ferangkat Keras dan Perangkat lunak
o Rebijakan Backup Tape
e lUpdate antivirus
e Heview Profile secara berkala
e lUpdate sistem

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAL2019/11/00275T tanggal
22 Februari 2019, Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 22 Februari
20179 sampai dengan 2 Agustus 2019,

6. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit/5KAI
Sesual dengan peraturan CJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi
wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja
atau pejabat vang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern,
ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi
BPR Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaaan tersebut dengan
merekomendasikan perubahan  kebijakan/prosedur kepada unit-unit kerja
terkait wang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, serta perbaikan-

perbaikan teknis yang diperlukan. Surat Keputusan ini telah disosialisasikan
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dan ditempatkan dalam sistem intranet bank, sehingga dapat diakses dengan

mudah oleh seluruh karyawan.

7. Pelatihan/Benchmarking/Seminar
Dalam rangka peningkatan kompetensi SKAL, selama tahun 2019 telah diadakan

pelatihan-pelatihan terkait SKAI, yaitu:

JuDUL TEMPAT WAKTL
Penerapan manajemen risiko BFR Denpasar 19 Januari 2018
Pailit class Denpasar 128 Desember 2019

3. Rencana Kerja SKAl 2020

a. Mengkinikan RBAF (Risk Based Audit Program), agar senantiasa sesuai
dengan kandisi perusahaan dan potensi risiko di tahun 20240,

b. Menamkah fokus pemeriksaan Audit pada praoses hisnis vang hberisika
tingqgi.

c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi  SKAL melalui  pelatihan,
benchmarking dan coaching.

d. Mengkinikan kertas kerja pemeriksaan dengan menambahkan metode-
metode pemeriksaan agar lebih detail, pengembangan analisa pemeriksaan

serta dokumentasi yang lebih lengkap, terstruktur dan detail.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Bank Indcnesia Mamor 15/3/PBI/2013, tentang Transgaransi
Kaondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

b. FPeraturan Otcritas Jasa Keuangan Nomor 13/FP0JK.G3/2015% tentang
Fenerapan Manajemen Risika Bagi Bank Perkreditan Rakyat

c. Peraturan OJK Meomar ASPOIK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi BFR.

d. POJK Namor 13/POJK.G3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

e. Surat Cdaran Otaritas Jasa Keuangan Nomor 5/5C0JK.O03/2076 tentang
Fenerapan Tata Kelala Bagi BPR.
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f.  Surat Keputusan Cireksi Namor 101/5K 0IRAINA2017 tentang Kebijakan

dan Pedoman Umum Audit Cksternal

2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern
Berdaszarkan Pasal B2 Peraturan Dtoritas  Jaza  Keuangan  Nomor
A/POIK. Q372015 tentang Penerapan Tata Kelala Bagi Bank Perkreditan Rakyat,
dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BFR wajib menunjuk Akuntan
Fublik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BFR. Pelaksanaan audit
laporan keuangan tahunan BFR oleh akuntan publik dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR.
Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik  terlebih dahulu
mempercleh  persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS) sesuai
rekamendasi Kamite Audit.
Dalam penunjukan AP dan/atau KAP sebagai audit ekstern BPR Lestari, Kamite
audit memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris sebkagaimana diatur
dalam Bak |l Pasal 2 SCCJK Namor 36/5C0JK.03/2017 tentang Tata Cara
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan
Jasa keuangan. Adapun pertimbangan Komite Audit terkait penunjukan AP
dansatau KAP meliputi, meliputi pertimbangan sekbagai berikut
a. Independensi AP dan KAF Ruang lingkup audit
b. Imbalan jasa audit
Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP
d. Metode, teknik dan sarana audit yvang digunakan K&F
e. Potensi risike penggunaan jasa audit oleh KAP vyang sama dalam kurun
waktu yang panjang
f. llasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi
keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP periode sebelumnya.
Berdasarkan Pasal 5 PEl Transparansi Kondisi kKeuangan BPR, Laparan Keuangan
Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan aleh BPR yang mempunyai
total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000.00 (sepuluh
miliar rupiah), wajib diaudit terlekih dahulu oleh Akuntan Publik. Dalam rangka
memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang

Penerapan Tata Kelola bagi BFR, maka :
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a. Laporan Keuangan Tahunan BFR Lestari telah diaudit cleh Akuntan Pubklik
vang independen, kompeten dan professicnal.

b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang
terdaftar di Bank Indonesia/ QK.

C. Pemeriksaan yang dilakukan telazh sesuai dengan perjanjian kerja antara
Akuntan Publik dan BPR Lestari.

d. Penetapan/perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan
RUPS.

e. Penugasan atau penunjukkan Kantor Akuntan Publik hanya dapat

digunakan paling lama untuk 3 {tiga) tahun buku berturut,

CBerdasarkan Pasal 16 ayat 1 POJK No 13/POJK. 0372017 Tentang Penggunaan
Jasa Akuntan Fublik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dandatau Kantor Akuntan Publik
yang sama aleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 {tiga) tahun
buku berturut-turut. Pada tahun 2019, Kanter Akuntan Puklik yang digunakan
oleh BFR Lestari adalah kantor akuntan publik Amachi Arifin Mardani dan
Muliadi.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKQ & PENGENDALIAN INTERNAL
1. Dasar Hukum

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Momar 4/POJK03/2075 tentang
Fenerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

b. Surat Edaran OJK nomar &/5CCIK.Q3/2076 tentang Penerapan Fungsi
Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Peraturan OJK Nemaor 4/P0JK.03/72015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi BFR.

d. Peraturan OJK Nomor 13/P0JK.C3/2015% tentang Fenerapan Manajemen
Fisika.

e. Surat Keputusan Direksi MNomor Q0O8/ SK.DIREA1/2016 tanggal 22 Januari
20176 tentang Satuan Kerja Manajemen Risikao

f. Surat Keputusan Direksi Nomor O43/5K.DIR/AYA2019 tentang Penerhitan

Manual Satuan Kerja Manajemen Risikao.
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2. Satuan Kerja Manajemen Risiko
Sesdal dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPFR, bahwa BFR
dengan modal inti »= Ep 50M wajik memiliki Satuan kerja Manajemen Risiko,
maka Direksi telah menetapkan pembkentukannya melalui Surat Keputusan Direksi
Ma.DCE/ 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja
Manajemen Risiko [(SKMR} dan penerbitan Surat Keputusan Direksi Momor
04 3/5K.0IR/Y/A2013 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Manajemen Risika.
Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh searang kepala kagian yang

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

3. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko :
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Momar 008/ SK.DIRA1/2016 tanggal 22
Januari 2016 tentang 5Satuan Kerja Manajemen Risiko, tugas dan kewajibkan
Satuan Kerja Manajemen Risika meliputi

a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman
penerapan Manajemen Risiko.

b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko
dan per jenis aktivitas fungsional.

c. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerkitan produk danfatau
aktivitas baru.

d. Fenyampaian rekomendasi kepada satuan kerja/pegawal yang menangani
fungsi aoperasional dan Kamite Manajemen Risika, sesuai kewenangan yandg
dimiliki.

e. Menyusun dan menyampaikan laparan profil Risika secara berkala kepada
anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risike dan Komite

Manajemen Risiko.

4. Aktivitas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2019

Selama tahum 2018, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan
beberapa aktivitas, meliputi :

NO KEGIATAN

1 Melakukan kajian terhadap kebijakan, produk danfatau aktivitas baru
BPE Lestari

2 | Menyusun dan menyampaikan Laporan Rencana Tindak semester | tahun
2019
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3 | Menyusun dan menyampaikan Laporan Risk Appetite bulanan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris

4 | Menyusun dan meyampaikan Laporan Profil Risike semester |1 tahun
2019 dan triwulan tahun 2013 kepada Cireks dan Dewan Komisaris

Fenetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance tahun 2020

Melakukan Rapat Komite Manajemen Risika
Melakukan analisa harian untuk posisi CAR, LDR, CR, NPL, ARBA dan ABF

Melakukan analisa mingguan AYDA, kredit per sektor ekonomi

W o N| | O

Melakukan analiza tingkat kesehatan bank secara bulanan

5. Pelatihan dan Benchmarking Satuan Kerja Manajemen Risiko
Selama tahun 2019, Satuan Kerja Manajemen Risika mengikuti kegiatan
pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, vang

meliputi :

Tempat dan Tanggal Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Denpasar. 19 Januari 2019 Penerapan Manajemen Risiko BPR

Sosialisasi Pembuatan Laporan Manajemen

Denpasar, 4 Mei 2019 o
Risiko

6. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Manajemen
Risiko
Satuan kerja Manajemen Risike melaporkan analisafkajian dan memberikan
rekomendasi kepada Lireksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak
lanjut atas rekomendasi dimaksud dapat berupa laporan, perhaikahhn
manual/S0F yvang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan

kepada Dewan Komisaris.
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BAB |V
PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1.

Dasar Hukum

a. Peraturan Bank Indeonesia MWomor  11/13/PBI/2009  tentang  Batas
Maksimum Pemberian Kredit (selanjutnya disingkat PBl tentang BMFPK).

b. Memcrandum BFRE Lestari Nomor Q&9/MMO-DIR/2013 tanggal 240
September 2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk
Karyawan.

C. Surat keputusan Qireksi Maomor SK.DIR/018/111/16 tanggal 1 Maret 2016
tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPEK).

2. Pelaksanaan BMPK

Felaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan bentuk pelaksanaan

prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, dimana BPR Lestari telah

memiliki ketentuan terkait prosedur pemberian kredit bagi pihak terkait dan

pihak tidak terkait wyang tertuang dalam Memcrandum BPR Lestari Momaor

OES/MMO-DIR/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Batas Maksimum

Femberian Kredit (BMFK] untuk Karyawan dan Surat Keputusan Direksi Nomor

SE.DIR/ADTB/1/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas

Maksimum Kredit {BMPK),

Berdazarkan Fasal & PEI tentang BEMPK, Penvediaan dana kepada pihak terkait

paling tinggi 10% dari modal BFR. Berdasarkan Memcrandum EBFR Lestari

Mamor 069/MMO-DIR/ 2013 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

untuk Karyvawan, ketentuan BMPK bagi pihak terkait, meliputi :

a. [Batas maksimum pemberian kredit bagi pihak terkait adalah 10% dari
modal BPR Lestari

b. Batas maksimum pemberian kredit untuk seluruh karyawan adalah 30% dari
Maodal NPR Lestari.

c. Batas maksimum pemberian kredit untuk tim eksekutif adalah S0% dari
BMPK pihak terkait

Berdasarkan Pasal 9 PBEl tentang BMPK, Penyediaan dana kepada pihak tidak

terkait diatur sebagai berikut :
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a. Penyediaan dana dalam bkentuk penempatan dana antar bank kepada BFR
lain paling tinggi 20%

b. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu peminjam paling tinggi
20% dari medal BPR

c. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu kelocmpok pemingam
paling tinggi 30% dari modal GPR.

CBerdaszarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/18/11/16 2016 tentang

Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit {BMPK), ketentuan BMPK bagi

pihak tidak terkait. meliputi :

a. [Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak tidak fterkait sebesar Rp
10.000.000.C000,00 {sepuluh milvar rupiah) untuk =atu orang debitur.

b. [Batas maks imum penambahan plafond kredit sebesar Ep
15.000.000,000,00 untuk satu orang debitur.

c. Untuk debitur existing vang pernah memiliki plafond kredit diatas Rp
15.000.000.000,.00 dan telah melakukan penurunan plafand, diperbclehkan

untuk melakukan penambaban plafond sebesar plafond tertinggi terakhir,

BPR Lestari menyusun dan menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia
setiap bulannya secara rutin. Sepanjang tahun 2019, BPRE Lestari tidak
terdapat pelampuan atau pelanggaran BMPK.

B. RENCAMNA BISNIS BPR
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Otoritas lasa Keuangan Nomor 37/PCIE.O03/2016 tentang
Rencana Bisnis Bank PFerkreditan Rakyat dan Bank Fembiayaan Rakyat
Syariah
b. Surat Keputusan Bl nomar 31/60/KCP OIR, tanggal 9 Juli 1958, tentang

Rencana Kerja dan Lapcran Pelaksanaan Rencana Kerja BFR.

2. Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR
Pelaksanaan rencana bisnis <leh BPR  Lestari dilaksanakan dengan
memperhatikan faktor ekstermn dan intern yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha BPR.
Menyikapi kondisi ekonomi saat imi, BFR Lestari tetap berupaya berinavasi dan

mengembangkan berbagai produk, menambkah fitur dan layanan, semata - mata

PT BPR LESTARI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah sekaligus mencari
ceruk pasar haru.

Membangun Brand, membangun crganisasi, dan menciptakan bisnis BPFR vang
sehat, tumbuh, menguntungkan dan memberikan cashflow yang terukur, telah
berhasil dilakukan BFR Lestari {1999 - 2016) atau lebih dikenal dengan Lestari
1.0, dan kim mempersiapkan diri menghadapi tantangan perbankan serta
mewujudkan transformasinya menjadi Lestari 2.0 (2017-2021) vang berfokus
pada Clectronic Banking pada bidang Furding, dan 5peed Loan, pada Lending
dengan beberapa langkah yaitu :

a. Perbaikan Kualitas Kredit

Seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak kepada

perlambatan ekcnomi di sektor groperty dan dibarengi cleh perlambatan

industri lainnya, membuat rasio NPL perbankan cenderung meningkat.

Upaya BFR Lestari untuk lebih menjaga kualitas kredit diantaranya :

Langkah-langkah strateciz yang diambil dalam upaya meningkatkan

kualitas kredit zalah sebagai berikut :

i. Klasifikasi debitur vang tergalong lancar (Kalektibilitas 1), dengan cara

melakukan klasifikasi debitur herdasarkan ketepatan pembayaran
kewajibannya.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, debitur akan diberikan reward dan
punishmet sesuai dengan pengelompokannya, berupa penurunan suku
bunga atau kenaikan suku bunga. Dengan adanya kegiatan klasifikasi
tersebut diharapkan akan mendorong debitur untuk membayar
kewajibannya tepat waktu dan dapat segera diambil tindakan sebelum
kualitas kredit tiap-tiap debitur menurun menjadi NPL.

ii. Mengelola kredit bermasalah {NPL} dengan cepat yaitu pertama.
diselamatkan melalui restrukturisasi kredit sebagai langkah preventif
terhadap kredit-kredit yang herpatensi memiliki masalah pembayaran
kewajiban namun masih memiliki prospek usaha dan debiturnya
kaoperatif. kedua, diselesaikan apabila jalur penyelamatan sudah
tidak dimungkinkan laqi, dengan tetap memperhatikan prosedur yang
berlaku.

iii. Melakukan manitoring debitur secara intensif agar dapat dilakukan
identifikasi <secara dini terhadap kredit yang mengalami penurunan
kualitas, sehingga dapat seqgera diambil langkah-langkah
penyelesaiannya.
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iv. Fenjualan agunan yang diambil alih (AYDA) secara cepat melalui
beberapa channel penjualan seperti melalui website dan penjualan
kepada nasabah eksisting. Khusus penjualan kepada nasakah eksisting
akan diberikan subsidi bunga.

b. Ketahanan Likuiditas

Berdacarkan data per akhir Gesember 2018 porsi DPE non inti (DPK dengan
noeminal Rp 2 milyar ke atas) lebih dari 50% total DPK (54,17%), vang
sifatnya sangat fluktuatif karena =ensitif terhadap perukahan kandisi
ekancmi. llasil analisa menunjukkan bahwa dana-dana milik WHI (terutama
deposita) cenderung lekih sensitif perubahan kondisi ekonomi. Menyikapi
kandisi tersebut, BPR Lestari Bali mengambil langkah-langkah strategis
sebagai berikut :

i. Meningkatkan portofalic tabungan sebagai pondasi utama dana pihak
ketiga sehingga mendapatkan struktur dana pihak ketiga yang kuat,
murah dan non sensiEf price, melalui beberapa langkah strategis yvang
dilakukan, yaitu:

11 Meningkatkan program Co-Branding Community (bekerjasama
dengan dengan perusahaan-perusahaan bonafid di Bali), dengan
menawarkan produk jumbc dengan setaran awal Rp 25 - R %0 juta

2) Meningkatkan portofolio tabungan berjangka {Sikaya) dengan
memanfaatkan program  Co-Branding  Community  {menyasar
karyawan perusahaan yang diakusisi melalui program Co-Branding
Community).

31 Meningkatkan partofolio tabungan Jumbo dengan setoran awal Rp
1 juta dengan memberikan tambahan fasilitas berupa pemberian
kartu diskan regular

4) Menggalakkan program  Tabuhgan  Jumbs Merchant  dengan
mengakuisisi merchant-merchant yang potensial

ii. Meningkatkan lguidity reserve melalui pinjaman bank [3in dan
penempatan dana cleh bank lain terutama dalam bentuk depasitao.

iii. Melakukan spreading risk DPK dengan cara 30% dari pertumbuhan DPK
diarahkan ke tabungan dan sisanya 70% ke deposita.

iv. Meningkatkan jumlah MWOA dana pihak ketiga untuk mengurangi
ketergantungan pada nasabah tertentu saja.

v. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah eksisting melalui beberapa
larngkah strategis, yaitu :
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11 Meningkatkan layanan transaksi tabungan melalui kerjasama dengan
bank lain, vakni dengan memaksimalkan penggunaan layanan virtual
account untuk transfer dari rekening nasabah di bank umum ke
rekening nasabah di BFR Lestari Bali dan transfer ke rekening
nasabah di bank lain.

2) Menyiapkan fasilitas lounge kantar kepada nasabah untuk program
Meet Lp

3) Melakszanakan program Merchant of the Month dengan diskon 15%
- A0%

4y Menggalakkan program Sahabat Lestari Funding untuk nasabah
penyimpan eksisting.

5) Mengadakan program Loyalfy Cvent Cotrepreneur Festival

&) Ferbaikan dan peningkatan layanan :

- The first Lounge {fasilitas ruang tunggu transaksi di beberapa
kantor dan ruang tunggu di Bandara Internasicnal | Gusti
Mgurah Rai

- The Royal Limousine Alrport Transport (fasilitas penjemputan
dari bandara ke tempat tujuan)

- The Ffoyal Virtual Office Reservation and meeling Room
{(fasilitas penggunaan ruang kerja dan ruang meeting)

c. FRentakilitas

Kandisi ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan tidak lebih baik dari tahun
2018, sehingga menyebabkan risiko kredit juga akan meningkat., Untuk itu
BPR Lestari Bali harus menyiapkan amunisi yang cukup banyak untuk
menghadapi kemungkinan yang terburuk. Satu-satunya cara wang dapat
dilakukan adalah dengan meningkatkan rentahilitas. D[iharagkan pada
tahun 2019 pertumbuhan laka sebelum pajak minimal 1.5 {satu setengah)
kah dari pertumbuhan aset.

Dalam upaya menjaga pertumbuhan laka sebelum pajak sebesar 1,5 (satu
setengah) kali pertumbuhan aset, manajemen BPR Lestari Bali fokus pada
2 {dua) strateqi, yakni :

i. Memaksimalkan pendapatan (revenues) yang bersumber dari aset yang

dimiliki, dengan mengamkil langkah-langkah sebagai berikut ;

11 Penyaluran kredit difokuskan pada 3 (tiga} jenis produk, vaitu :
Kredit Fimance The Unfinanced, kredit Komersial dan Kredit
Konsumer {dengan agunan berupa fix asset), sehingga dapat
ditetapkan jenis aktivitas yang akan dilakukan, jumlah tenaga sales

PT BPR LESTARI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2019

{marketing executive) dan jumlah tenaga loan processing untuk
mendukung pencapaian target penvaluran kredit,
21 Meningkatkan jumlah data kase calon debitur yang bersumber dari
nasabah eksisting, komunitas, perusahaan, developer, Sahabat
Lestari, dan Sacial Media,
32) Menamkah tenaga Marketing Cksekutif untuk mendukung program
kredit Finance The Unfinance dan Kredit Komersial serta menambah
kerjasama denga developer untuk mendorcng penyaluran kredit
cansumer, khususnya Kredit pemilikan Rumah (KPR).
41 Menambah tenaga Loan Processing untuk mendukung pertumbuhan
dan vafue proposition kredit Finance The Unfinance (cepat, syarat
mudah, mahall, Kredit kamersial (cepat dan morah), Kredit
Konsumer {cepat dan murah).
5) Meningkatkan kualitas kredit dengan cara
- Menurunkan tunggakan kredit vang berumur 1 hari s/d 90 hari,
dari 20% menjadi 5% pada tiap-tiap akhir bulan

- Menurunkan rasio NPL maksimal menjadi 1% pada tiap-tiap
bulannya

- Menurunkan agutstanding AYDA dengan melakukan penjualan
secara berkesinambungan menjadi 2,0% dari total portofalic
kredit pada akhir tahun 2019,

ii. Mengelola pengeluaran {expenses) seefisien mungkin, dengan mengambil
langkah-langkah strateqis sekagai berikut :

11 Menekan cost of fund seoptimal mungkin dengan meningkatkan
portofalio funding berbunga rendah ditambah dengan pemberian
fovalty program (The Roval, Lestari First, Lestari Ga Diskan)

2) Mengembangkan digitalisasi/otomasi dalam rangka mendukung
proses analiza, pelaporan, promosi dan aktivitas perbankan lainnya,
antara lain ;

- Layanan penarikan tabungan melalui transfer dana nasabah
bekerjasama dengan kank umum (BCA dan Danaman}

- Proses Analisa kredit Kansumer by system

- Proses pelaporan Fajak by system

- Proses Absensi karyawan terintegrasi dengan payroll dan
SECUrity

- Pengembangan MIS (Data Ware llouse dan paperless report)

- Pelayanan pembukaan rekening secara anlie
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Fraoses akuisisi merchant dan penawaran produk dengan bantuan
media online
Fengembangan dokumen elektronik

31 Melaksanakan kegiatan cash management dengan memanfaatkan

fasilitas vang dimiliki oleh bank umum (BCA, Danamon dan Mandiri),

baik untuk nasabah percrangan. perusahaan maupun BPR lainnya

A} Membentuk Budgeting Task Force Team vyang terdiri dari Bagian

HCM, Bagian Umum, Divisi Lending, Divisi Funding dan Bagian

Financial Management, untuk :

Memantau budget yang telah disusun cleh masing-masing unit
ker)a.

Mengevaluasi anggaran dengan membandingkan antara target
dengan realisasi, apakah perlu dilakukan keoreksi atau
penyesuaian

51 Melakukan evaluasi jumlah karyawan dan beban kerja masing-masing

unit kerja untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan tenaga

ker)a.

5] Pemanfaatan infrastruktur secara efektif dan efisien, dengan cara:

Melakukan evaluasi service rutin inventaris

Fenerapan sistem paperless untuk semua jenis request
{permintaan) dari user terkait dengan
pengembangan/perubahan terkait CBS

Feremajaan <erver dari 5 server menjadi 1 server unfuk
mengurangi biaya pemeliharaan.

d. Regiatan Clektronik Banking

Fada tahun 2019, BPR Lestari Bali berencana meluncurkan fasilitas Mobile

Banking dan Internet Banking agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan

kepada nasabah, khususnya nasabah penyimpan. Disamping meluncurkan

fasilitas mobile banking dan internet bank, BPR Lestari Bali berencana

melaksanakan program sebagai berikut

i. Melaksanakan rencana gabung jaringan yang bkelum dapat terealisasi
pada tahun 2018, untuk memudahkan transaks: dari BFR Lestari Bali
ke bank lain atau sebaliknya, sehingga operasional menjadi lebih efisien

darn aman.

ii. Melaksanakan kegiatan laku pandai yvang tertunda pada tahun 2018
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iii. Bekerjasama dengan perusabaan payment gateway dan perusahaan
fintech lain untuk proses setaran dana awal dan transaksi di merchant,

C. TRANSPARANSI KCNDISI KEUANGAN DAN NON KEUAMNGAN
1. Dasar Hukum
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor AS/POJK.C3/72017 tentang
Transparansi Kandisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnvya

disingkat POJK Transparans: Kondisi Keuangan BPR)

2. Transparansi Kondisi Keuangan
Dalam rangka penyelenggaraan transaparansi kondisi keuangan, BPRE Lestari
menyusun dan menyajikan laporan kedangan yang terdiri atas laporan tahunan
dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK
Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
Adapun Laporan Transparans: Kondisi Keuangan BPR Lestar, meliputi ;@ :
a. Laporan Tahunan

Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Lestari meliputi Profil Perusahaan,

seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan

kekijakan manajemen, serta lapcran keuangan yang meliputi MNeraca,

Laporan LabasRugi dan catatan keuangan lainnya.

i. Laporan Tahunan wajilr disusun sesuai dengan standar Akuntansi
Keuangan vang berlaku di BFR dan harus audit oleh Akuntan Pubik
vang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.

ii. Laporan Tahunan sudah diunggah dalam website resmi BPR Lestari
dan setiap tahun diterbitkan dalam bentuk buku eksklusif dengan
judul "Annual Report”, vang dibagikan kepada para nasakah.

b. Laparan Keuangan Fublikas: Triwulanan

i. [Bank telah membuat dan melaparkan secara rutin laporan keuangan
publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia.

ii.  Laporan Keuangan Pulklikas: Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk
perbandingan dengan Laparan Keuangan Fublikasi Triwulanan tahun
sebelumnya.

iii.  Bank telah menempelkan pada pagan pengumuman laparan keuangan

publikasi di kantor pusat BFR Lestari dan di seluruh kantor kas serta
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website resmi BPE Lestari sehingga mudah diakses dan diketahui aleh

masyarakat,

3. Transparansi Kendisi Non Keuangan

a. [BPE Lestari telah menyediakan informas: — infarmasi terkaru mengenai
berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR
Lestari yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.

b. [BPR Lestari senantiasa mengunggah seluruh kegiatan perusahaan, promasi
produk-produk terbaru melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter,
Instagram dan Majalah Bulanan Money and 1.

c¢. Dalam rangka penanganan keluhan nazabah dan penvelesaian sengketa, BPR
Lestari telah membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pengaduan
nasabah, disebut dengan unit CANI (Continuous and Never Lhding
Improvement) vang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

d. Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah terdokumentasi dengan baik serta
tersiztem. Penanganan keluhah juga ditetapkan dengan SL& yang jelas.
untuk membantu perusahaan memastikan seluruh  keluhan  sudah
diselesaikan.

e. Kinerja perusahaan serta berbagai kegiatan BPR Lestari selama satu tahun
dirangkum dalam buku Arnual Report, yvang kam bRagikan khusus kepada
para Masabah dan para Afiliasi. Sejak tahun 2012 BFR Lestari rutin

menerbitkan buku Arnual Report setiap tahunnya.
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BAB V
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL

A. DASAR HUKUM PEMANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dasar hukum penanganan benturan kepentingan BPR Lestari Bali Bali:

a. Peraturan Otaoritas Jasa Keuangan Nomor 4/P0JK.02/2015 tentang Fenerapan
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

b. Surat Keputusan Direksi Nomar SK.DIRA100/KI/ 2016 tanggal 15 MNowvember
2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan

C. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/0AS/YI/2076 tanggal 21 Juni 2016
tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/lladiah untuk Karyvawan

d. Surat Keputusan Dlreksi Memaor SK.DIR/Z2E6/1X/72017 tanggal 25 September

2017 tentang Tambahan Ketentuan Imbalan atau lladiah untuk Karyawan

B. PENAMGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 POJK Fenerapan Tata Kelola BPR, benturan

kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BFR

dengan kepentingan ekanomis pribadi gpemilik, anggota Direksi, anggota Dewan

Kamisaris, Pejabat Cksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Berdasarkan Bab

YV Pasal 3 SEOJK Fenerapan Tata Kelala BPR, untuk menghindari pengambilan

keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, maka

bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai @

a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus
dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan.

b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan  pengungkapan  benturan
kepentingan dalam risalah rapat.

Sebagai bentuk implementasi POJK dan SEQJK tentang Penerapan Tata Kelcla BFR

mengenai benturan kepentingan, BPR Lestari Bali telah menyusun dan menerbitkan

ketentuan internal terkait penanganan benturan kepentingan vyang bertujuan

untuk menghindarkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejakat

Cksekutif dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat

benturan kepentingan, yang meliputi :

PT BPR LESTARI BALI BALI



LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI BALI
2019

a. Surat Kepudtusan Direksi Momor SK.OIRA100/X1/2076 tanggal 15 November

2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk menghindari benturan kepentingan kepada pihak terkait {pemilik,

anggota Direksi, anggaota Dewan Komisaris, Pejabat Cksekutif, dan/atau mihak

terkait dengan BFR Lestari Bali, maka diatur ketentuan sebagai berikut

1. Pemberian suku bunga simpanan kepada pihak terkait mengacu pada
ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan {LPS5).

2. Pemberian suku bunga pinjaman kepada pihak terkait mengacd pada
perhitungan Base Lending Aate intern BPR Lestari Bali.

3. Pemberian fasilitas kredit kepada mhak terkait tetap mengacu pada
kekijakan dan pedoman perkreditan BPR Lestari Bali.

4. Seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan/imbalan dalam
bentuk apapun dari naszabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam peraturan perdsahaan.

5. Pemberian fasilitas kepada komisaris, direksi dan pihak terkait sesuai

dengan ketentuan perusahaankebijakan remunerasi yvang berlaku.

b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.CIR/0A9/°VI/2016 tanggal 21 Juni 2016
tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/lladiah untuk Karyawan
Untuk meminimalisir dan memitigasi risiko terjadinya benturan kepentingan
antara nasakah/debitur/karyawan BPR Lestari Bali, maka diatur ketentuan
sebagai berikut :

1. Seluruh nasabah fundingfdebiturfbukan nasabah (pemberi referral tidak
diperkenankan memberi imbalan/hasiah dalam bentuk apapun termasuk
makanan kepada <seluruh karyawan BPR Lestari Bali.

2. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral) wajib
menandatangani surat pernyataan tidak menerima imbalan.

5. Dalam hal perjalanan dinas/kontes/kegiatan karyawan dalam bentuk
apapun yang dilakakan di luar kota/luar negeri, karyawan tidak
diperkenankan memberikan hasiah/oleh-oleh  dalam  bentuk  apapun

termasuk makanan kepada karyawan lainnya.
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Selama tahun 20193, BPR Lestari Bali tidak memiliki transaksi/tindakan yang

mengandung benturan kegentingan.

C. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENANGANAN FRAUD
1. Dasar Hukum
a. Peraturan OJk Nomor A/POJK.D3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi GFR.
b. Surat Edaran OJK Nomar 5/5CCJK.05/2016 tentang Penerapan tata Kelola
bagi GFR.
c. Manual Muman Capital Management {IICM) BPE Lestari Bali mengenai

Frosedur Penerapan 5trategi Anti Fraud.

2. Permasalahan Hukum dan Penanganan Fraud

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran wang sengaja
dilakukan untuk mengelakbui, menipu, atau memanipulasi Bank, nazabah, atau
pihak lain, vang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank
sehingga mengakibatkan Bank, nasahah, atau pihak lain menderita kerugian
danfatau pelaku Fraud memperaleh keuntungan keuangan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern,
khususnya untuk mengendalikan Fraud, Bank wajib memiliki dan menerapkan
strategi anti Fraud yang efektif. BPR Lestari Bali telah memiliki ketentuan
internal yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud vyang
tercantum dalam Manual ICM, wang mengatur mengenair kategori fraud,
klasifikasi fraud, strateqi anti fraud, struktur organisasi unit kerja anti
fraud, tugas dan tanggung jawab unit kerja anti fraud dan presedur pelaparan
indikasi fraud

Selama tahun 2019 BPR Lestari Bali tidak mendapat penyimpangans/kecurangan
terkait keuangan vang dilakukan ocleh Direksi, Dewan kamisaris, pegawai tetap
dan tidak tetap. BPR Lestari Bali juga tidak sedang menghadapi kasus hukum,

baik perdata maupun pidana.
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D. PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN PGLITIK
1. Kegiatan Sosial & Pemberian Dana

Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 20 {dua pulub tahun), PT. BPR

Lestari Bali merupakan salah satu Bank wyang dikenal di Bali. BPR Lestari

memiliki misi #Makednlmpact, melalui Program Corporate Social Responsibility

{CSR) perusahaan, Beberapa program kemasyarakatan konsisten kami lakukan

sejak tahun 2010, dan setiap tahunnya selalu kami lakukan pengembangan

untuk menambah kontribusi BPR Lestar Bali di masyarakat,

Frogram Corporate Sccial Responsibility {C5R) BPR Lestari meliputi bidang

pendidikan, perekonomian, dan sosial budaya yang dikelompokan dalam 5

kegiatan yakni Senerasi Lestari, Lestari For Kids, Lestari Berbagi, Lestari

Anak Asuh dan Lestari Mebanjar. Beberapa kegiatan BPR Lestari Bali selama

tahun 2019 vaitu ;

a. Generasi Lestari (Gen L) merupakan program beasiswa dari BFR Lestari
untuk membantu  biaya perkuliahan bagi mahasiswali baru  yang
berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Melalui Program
Cenerasi Lestari, kami memberikan kesempatan bagi mahasizwa yang
bercita-cita melanjutkan pendidikan Universitas Udayana, Universitas
Airlangga, Universitas Indcnesia, Universitas Gadjah Mada. Univeristas
GBrawijaya dan Institut Teknolegi Bandung. Beasiswa Gen L memiliki 2 jalur
rekrutmen yaitu Jalur Tryout berdasarkan prestasi akademik dan Jalur
Requler kerdasarkan mereka yang kurang mampu secara finansial, namun
memiliki prestasi akademik serta nan akademik.

b. Lastari For Kids adalah program kantuan pendistribusian 2 kuintal beras
kepada anak panti asuhan dan panti cacat yang distribusikan setiap 2
bulan. Total sebanyak & tan beras dibagikan untuk AC panti asuhan yang
di tersebar di seluruh Bali.

¢. Lestari Berbagi merupakan salah satu bentuk misi #Makeanimpact BFR
Lestari untuk memberikan perubahan yvang lebih baik kepada masyarakat
Bali dalam bentuk membagikan sembaka kepada para petugas lingkungan
vang telah bekerja siang dan malam untuk membersihkan lingkungan. BPR

Lestari sebagai salah satu perusahaan yang memiliki concern terhadap
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lingkungan, sangat mengapresiasi kinerja petugas hingkungan di kota
Uenpasar. Profesi sebagai petugas hingkungan adalah profesi yang mulia
vang patut kita hargai. Kegiatan LestariBerkagi rutin diadakan setiap
akhir tahun.

d. Lestari Mebanjar adalah bentuk partisipasi BFR Lestari dalam kegiatan
kemasyarakatan/ upacara agama di Bali. BPR Lestari menyadari
sepenuhnya hahwa keberadaannya tidak lepas dari peran serta dan
bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu BPRE Lestari merasa perlu untuk
ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa
Adat Bali.

e. Lestari Anak Asuh adalah program beasiswa dari BPR Lestari untuk
membantu hiava sekalah dari Sekelah Dasar (50) hingga perguruan tinggi
yvang telah berlangsung sejak tahun 2006 hingga saat ini. Anak-anak yang
dibantu berasal dari Yayazan atau Panti Asuhan binaan BPR Lestari dan
beberapa anak berasal dari crang tua yang kurang mampu.

Berikut daftar kegiatan sos<ial yang dilakukan BPR Lestari selama tahun 2019;
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Fanmjungan Pent Asuban Chen
a_ |brasewr (Beriza Panmi) 2 Me 2010 _ )
Kumjurgan Hanti fstnan BLEL Kanjungan ke Pzt Asubian d luas jacwa
b |ketidusan (Seritq Panti 7 Oktober 2079 pendistribusian, yang dilakokar untuk
KUjunigan Tayasdn SLE 1 rie d7 kondis panti sekdligus mengangkat
-, i 2 Lerits tentdang osnt
C ghanan (Berita Pant ) 13 Desember 2015
d |Kurjungan Bumah Simggah Fangi (27 Hoevember 2019
4 Lestari Mebanjar
Feglatdn Lestari Maaznjar malzlu .
A TEWELANG CENGdAn TEm: MSdreng-hereng
a  |Lesteri Mebdn,grdan Jalung 26 Juni 2C12 Teggewed gun Jmat” i ] )
keguatan Lestari Meozsnjar melzlu
Cngrmiaweodrd cengdn terd “Padudusar
b |LesxTeri Metdanjdran 5 argdr 16 Jul 2014 Alit”
Feguatdn Lestari Meoznjar melzlu
Cndrmawatdngd deanggn tema ™ Swdddrman g
koramd SMgezmorgizng To Hita Karans,
fge - djegdng Cesd Adat Shantt Lan
C |Lestari Mebdn drdan Ulakan 15 Ogtober 2079 Jagadinta™
Pembagian H00 paket kepada perydod jaldan,
pergdrgkut  sdmpdh, oertzimangn, tukang
[FArkir ddn burdh dngkls pdzsr o d gekitsrar
5 |Lastari Berbagi 20 Desember 20159 kantor BPR Lestarn H3a i,
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2. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Peraturan CJK Moo JE/PCJE.OV/2016  tentang
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektocr Jasa keuangan bagi
konsumen dan/atau Masyarakat, Surat Ldaran OJK No. 30/500JE.07/72016
tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan
bagi Kansumen danfatau  Masyarakat dan  Surat  Edaran OJK Na.
3150000742017 tentang Pelaksanaan kegiatan dalam Rangka Meningkatkan
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

BPR Lestari Bali turut mendukung pelaksanaannya dengan aktif melakukan
kegiatan Literasi dan Edukasi keuangan kepada masyarakat. Berikut ini adalah
Frogram Literasi dan Cdukasi BPR Lestari Bali 2019 :
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REKAP KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN KEPADA KONSUMEN DAN/ATAL

MASYARAKAT 2019

BPE Lestari Bali,

Kdryawan

tersehut

F}P.'I'U‘.ii_ihdijf]

Nao. Sasaran Program Literasi Dan Tujuan Aktivitas Frekuensi Kota
Inklusi Keuangan
1. Guru, Palajar, Taarty the Tedr her Memberikan training Training of community, 2 {dua} kali kKata
Mahdsiswa cdan edukasi kepada dengan materi meliputi dalam Denpasar
gurL-gur dan - Kegiatan setahur
mahasiswa tentang Tata identifikasi
cara mengelolda kesehatan keuangan
keLangan - Tujuan pengelolaan
kellarigan
Z2. Profesional, Wirus Sikaya Membearikan edukasi Me lakukan kegiatan| 1 {satu) kali Kabupaten
Karyawan, Pelajar, kepada karyawan edukasi ke beberapdl qdzjam Tahanan
Mahasiswa, perusabadan mengenai perusahadan. Edukasi setahur
produk tabungan Sikaya | dilakukan kepada

PT BPR LESTARI BALI BALI




LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI BALI
2019

3. Pendanaan Politik
Terhadap kegiatan/aktifitas pelitik, BPR Lestari Bali tidak pernah terlibat

dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatansaktifitas politik,

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran CJK Momeor 5/SEDJK.03/2016 tentang
Fenerapan Tata Kelola hagi Bank Perkreditan Rakyat, yvang dimaksud dengan Gaji
adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam hentuk uang sebagai
imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dilzayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan  perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa
vang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan

Keterangan Skala Perbandingan
Rasic gaji pegawdi ydang tertinggi dan
terendah 18:1
Hasic gaji Direksi yang tertinggi dan 21
terendah
Hasic gaji Komisaris yang tertinggi dan 21
terendah
Rasicc  gaji  Direksi tertinggi  ddn 3.1
komisaris fertinggi
Rasicc  gaji Direksi tertinggi  dan 3.1
pRgawal tertinggi

Demikian Laporan Tata Kelela 2019 ini kami susun, terima kasih.

Denpasar, 15 Mei 2020

Menyetujui,
Alex P Chandra Pribadi Budiono
Kamisaris Utama Oirektur Utama
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